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 Di Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir ini, perhatian pemerintah dan 
publik terhadap kehidupan anak semakin meningkat. Semakin tumbuh dan 
berkembangnya organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang perlindungan 
anak sebagai salah satu bukti masih tingginya tingkat perasaan kemanusiaan yang 
ada di masyarakat. Tapi dibalik itu semua, kepedulian pemerintah dan masyarakat 
tidak sesuai dengan keadaan saat ini yang semakin banyak anak-anak 
diterlantarkan, peburuan anak dibawah umur, kekerasan terhadap anak dan 
sebagainya. 
Fokus penelitian ini adalah 1) Bagaimana implementasi UUD 1945 pasal 
34 ayat 1 terhadap anak terlantar di kabupaten Jember? Sedangkan tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui implementasi UUD 1945 pasal 34 ayat 1 terhadap 
anak terlantar di kabupaten Jember & Untuk mengetahui perlindungan hukum 
terhadap anak terlantar yang ada di Jember, dimana Jember sebagai kabupaten 
peduli HAM.  
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif, metode penelitian kualitatif sering disebut dengan metode penelitian 
naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Adapun 
jenis penelitiannya adalah studi kasus, yang mana studi kasus merupakan 
penyelidikan empiris kontemporer dalam konteks tidak begitu jelas. Rancangan 
studi kasus dipilih untuk membantu peneliti mengetahui implementasi 
perlindungan hukum terhadap anak terlantar yang ada di Kabupaten Jember. 
Hasil penelitian menunjukkan 1) Implementasi UUD 1945 terhadap anak 
terlantar di Kabupaten Jember, telah diterapkan dengan adanya perda yang dibuat 
oleh Kabupaten Jember dengan nomor 8 tahun 2015 tentang penyelenggaraan 
masalah kesejahteraan sosial. Dengan adanya peraturan tersebut pihak dinas sosial 
mewujudkan dengan adanya rumah singgah atau disebut dengan LKSA. 
Perlindungan hukum terhadap anak terlantar di Kabupaten Jember yang 
notabennya Jember kota peduli HAM telah melakukan beberapa perlindungan 
diantaranya melakukan pembinaan, bantuan sosial khusus, dan reunifikasi 
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A. Konteks Penelitian  
Di Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir ini, perhatian pemerintah 
dan publik terhadap kehidupan anak semakin meningkat. Semakin tumbuh dan 
berkembangnya organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang 
perlindungan anak sebagai salah satu bukti masih tingginya tingkat perasaan 
kemanusiaan yang ada di masyarakat. Tapi dibalik itu semua, kepedulian 
pemerintah dan masyarakat tidak sesuai dengan keadaan saat ini yang semakin 
banyak anak-anak diterlantarkan, peburuan anak dibawah umur, kekerasan 
terhadap anak dan sebagainya. Kondisi anak-anak Indonesia kurang beruntung 
ini semakin hari semakin kurang menggembirakan terutama bila dilihat dari 
faktor ekonomi dan pendidikan yang didapatnya.  
Seorang anak merupakan amanah yang harus dijaga dan tidak bisa 
ditinggalkan ataupun diterlantarkan sebagaimana Allah berfirman dalam QS al-
Nisa’(4): 9 
                       
           
Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya 
mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka 
yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) Nya. Oleh sebab itu, 
hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka 
berbicara dengan tutur kata yang benar”.
1
 
                                                 
1
 Al-Qur’an, 4:9 
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Adapun menjaga anak dari pelantaran disini orang tua tidak boleh 
menelantarkan kebutuhan anaknya baik sandang maupun pangan. Allah 
berfirman dalam QS al-Baqarah (2) : 233   
                   
Artinya: “Dan kewajiban Ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka 




Pelantaran kebutuhan anak merupakan suatu dosa bagi orang tua. Nabi 
SAW bersabda: “Cukup berdosa seseorang yang menyia-nyiakan nafkah orang 
yang menjadi tanggungannya”. (HR Abu Dawud dan Ahmad)
3
 
Dikisahkan, ada seorang bekas budak Abdullah bin ‘Amr berniat satu 
bulan bemukim di Baitullah Maqdis, Abdullah bertanya kepadanya, “Apakah 
engkau telah meninggalkan nafkah yang mencukupi keluargamu untuk satu 
bulan? Orang itu menjawab, “Tidak”. Maka Abdullah menyuruhnya kembali 
agar terlebih dahulu mencukupi nafkah selama satu bulan kepergiannya.  
Riwayat-riwayat di atas cukup jelas menggambarkan bahwa dalam 
agama islam anak wajib mendapatkan perlindungan, baik dari keluarganya, 
masyarakat, maupun Negara.  
Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua, 
yang tidak boleh diabaikan. Orang tua merupakan yang pertama-tama 
bertangungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik rohani, jasmani 
maupun sosial (pasal 9 UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak). 
4
 
                                                 
2
 Al-Quran, 2:233 
3
 HR Abu Dawud dan Ahmad 
4
 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam sistem peradilan pidana anak di 
Indonesia (Bandung: PT Refik Aditama, 2014), 1 
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Undang-Undang Dasar 1945 pada Pembukaan Alinea Ke- Empatnya 
mengamanatkan kepada Pemerintah untuk: melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan 
umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; ikut melaksanakan ketertiban dunia 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
5
 Dari amanat 
tersebut diatas menunjukkan secara jelas sumber idealisme dan arah aktivitas 
pemerintah yang harus protek terhadap keutuhan bangsa dan negara serta 
peduli terhadap peningkatan kualitas kehidupan segenap warga masyarakatnya.  
Perlindungan untuk anak terlantar dijelaskan dalam UUD 1945 pasal 34 
ayat 1 bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara” artinya 
pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan 
anak terlantar.
6
 Lebih lanjut lagi, Peran pemerintah dalam mewujudkan 
perlindungan terhadap anak juga diatur dalam UU Perlindungan Anak Pasal 21 
Ayat (1) yang berbunyi “Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi 
setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, 
etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan 
kondisi fisik dan/atau mental.” Pasal 23 Ayat (1) yang menyatakan bahwa 
“Negara dan pemerintah menjamin perlindungan pemeliharaan, dan 
kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, 
atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak”. Adapun 
                                                 
5
 Undang-undang Dasar Tahun 1945 Alinea ke empat 
6
 Undang-undang Dasar Tahun  1945 Bab XIV tentang perekonomian Nasional dan 
Kesejahteraan sosial pasal 34 ayat 1 
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 4 
dalam pasal 23 ayat (2) yang berbunyi: “Negara dan pemerintah mengawasi 
penyelenggaraan perlindungan anak.” 
7
 
Dalam hal ini terkait dengan permasalahan anak terlantar di kabupaten 
Jember semakin berkembang. Kabupaten Jember meraih penghargaan sebagai 
Kabupaten Peduli HAM dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Penyerahan 
penghargaan berlangsung di kantor Kementerian Hukum dan HAM RI di Jl. 
HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta Selatan, Selasa, 11 Desember 2018. 
Pemberihan penghargaan kepada kabupaten/kota yang peduli HAM tersebut 
untuk memperingati Hari HAM Sedunia ke-70 tahun 2018. Wakil Presiden 
Yusuf Kalla menyaksikan pemberian penghargaan ini.  
Pada peringatan tahun ini, Kementerian Hukum dan HAM mengangkat 
tema “Sinergi Kerja Peduli Hak Asasi Manusia”. Menteri Hukum dan HAM 
Yasonna H. Laoly menyerahan langsung penghargaan tersebut kepada Bupati 
Jember dr. Hj. Faida, MMR. Bupati Faida mengucapkan rasa syukur atas 
penghargaan tersebut. Ini merupakan peningkatan dari prestasi sebelumnya 
pada tahun 2016. Dijelaskannya, pada tahun 2016 Kabupaten Jember mendapat 
peghargaan serupa dengan kategori cukup peduli.  Sementara, tahun ini 
mendapat penghargaan dengan kategori baik.  
 “Kategori paling tinggi dari penghargaan dari Kementerian Hukum dan 
HAM terhadap kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan dan 
kebijakan berbasis hak asasi manusia,” terang bupati usai menerima 
penghargaan. 
                                                 
7
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Ada beberapa kreteria untuk mendapatkan penghargaan tersebut. 
Kabupaten Jember mendapatkan penilaian tertinggi pada hak asasi manusia di 
bidang pendidikan dan bidang kesehatan. 
Di kreteria hak atas pendidikan, Jember mendapatkan nilai 90,27. 
Sedangkan hak atas kesehatan mendapat nilai 73,52. Ada tujuh kelompok hak 
yang masuk menjadi kreteria penilaian. 
Maka dengan itu, lembaga pemerintah maupun lembaga-lembaga non 
pemerintah (LSM maupun masyarakat) wilayah kota Jember perlu lebih 
memberikan perhatian dan sumber dayanya untuk melindungi anak terlantar, 
baik segi pisik maupun psikis. Sesuai dengan pasal 55 ayat 1 Undang-undang 
perlindungan anak, pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan 
perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga dan 
pasal 4 Undang-undang perlindungan anak, “setiap anak berhak mendapat 
hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan 




Melihat undang-undang yang sudah ada, realisasi pasal 34 ayat 1 UUD 
1945 belum diterapkan secara maksimal, perlu dilakukan penelitian yang serius 
tentang Implementasi Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 Anak Terlantar Dipelihara 
Oleh Negara di Dinas sosial kabupaten Jember.  
                                                 
8
  Pemkab Jember, Humas dan protokoler, http://www.jemberkab.go.id/kabupaten-jember-raih-
penghargaan-kabupaten-peduli-ham/ (20 Februari 2020) 
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B. Fokus Penelitian  
Berdasarkan uraian diatas, maka menjadi pokok permasalahan penulis 
membatasi alasan-alasan mengapa perlindungan hukum terhadap anak terlantar 
dikaji lebih mendalam, dan penulis merumuskannya sebagai berikut: 
1. Bagaimana implementasi UUD 1945 pasal 34 ayat 1 terhadap anak 
terlantar di kabupaten Jember serta perlindungan apa yang diberikan oleh 
kabupaten Jember terhadap anak terlantar? 
C. Tujuan Peneliti 
1. Untuk mengetahui implementasi UUD 1945 pasal 34 ayat 1 terhadap anak 
terlantar di kabupaten Jember sekaligus perlindungan apa yang diberikan 
oleh Kabupaten Jember terhadap anak terlantar. 
D. Manfaat Penelitian  
1. Manfaat teoritis  
Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka peneliti ini 
diharapkan mempunyai manfaat dalam hukum baik secara langsung maupun 
tidak langsung: 
a. Penelitian ini dapat memberikan manfaat dan masukan dalam 
menambah khasanah dalam ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia 
akademis, serta kahasanah dalam ilmu pengetahuan hukum khususnya 




Dan dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep 
ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum 
yang ada di Indonesia.  
b. Memberikan kontribusi terhadap peneliti lain yang melakukan penelitian 
hukum tata negara. 
2. Manfaat praktis 
a. Penulisan ini dapat memberikan pengetahuan tentang kasus-kasus 
pelantaran anak yang tidak dilindungi oleh hukum dan bagaimana upaya 
pencegahan sehingga kasus korban pelantaran anak ini tidak ada lagi.  
b. Dan juga sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam 
menentukan kebijakan membarantas kasus pelantaran anak. 
E. Definisi Istilah 
Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting pada 
judul penelitian. Maka dai itu, Peneliti perlu mencantumkan definisi istilah, 
agar tidak terjadi kesalah fahaman dalam memahami maksud judul yang telah 
ditetapkan. Untuk itu, peneliti mencantumkan beberapa pengertian sebagai 
berikut:  
1. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau 
inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik 
berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Dalam 
Oxford advance leaner dictionary dikemukakan bahwa implementasi 
adalah put something into effect yang artinya adalah penerapan sesuatu 
yang memberikan efek tau dampak Susilo (dalam Iril Fahmi 2013: 9). 
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2. Perlindungan hukum diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap 
berbagai hak asasi dan kebebasan anak serta berbagai kepentingan yang 
berhubungan dengan kesejahteraan anak. 
9
 
3. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan 
keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan 
merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan 
dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi 
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 
10
 
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
11
 
5. Dinas sosial adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial 
yang menjadi kewenangan daerah. 
F. Sistematika Pembahasan  
Sistematika pembahasan meupakan rangkaian sementara dari isi 
penelitian yang bertujuan untuk mengetahui secara global dari seluruh 
pembahasan yang ada. Berikut ini akan dikemukakan gambaran secara umum 
pembahsan penelitian ini. 
Bagian awal terdiri dari: judul penelitian (sampul), persetujuan 
pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar 
isi, daftar isi, daftar table, dan daftar gambar. 
                                                 
9
 Ashari Imam Wicaksono, tinjauan yuridis pelaksanaan perlindungan hukum anak asuh di 
yayasan syamsu dhuhana panti asuhan adhsa kartasura, (Surakarta, privat law Vol. VI No. 2 
Juli Desember 2018), 35 
10
 Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia  
11
 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 1 
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Bab satu, berisi pendahuluan, pada bab ini dibahas mengenai konteks 
penelitian, focus penelitian, diuraikan pula tentang tujuan penelitian, manfaat 
penelitian secara teoritis dan praktis, definisi istilah, dan sistematika 
pembahasan. 
Bab dua, berisi kajian kepustakaan, pada bab ini dibahas mengenai 
penelitian terdahulu dan kajian teori terkait dengan perlindungan hukum anak 
terlantar dimana studi kasus disini dinas sosial kabupaten jember perspektif 
UUD 1945 pasal 34 ayat 1. 
Bab tiga, berisi metode penelitian menguraikan tentang pendekatan dan 
jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, 
analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. 
Bab empat, berisi tentang penyajian data yang terdiri dari gambaran 
obyek penelitian, penyajian data dan analisis, dan pembahasan temuan.  
Bab lima, berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-
saran.  












A. Penelitian Terdahulu 
Pada bagian ini peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang 
terkait dengan penelitian yang dilakukan saat ini, setelah itu membuat 
ringakasan penelitian terdahulu, baik penelitian yang sudah terpublikasikan 
atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan 
melakukan langkah ini, maka dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dan posisi 
penelitian yang hendak dilakukan. Kajian yang mempunyai relasi atau 
keterkaitan dengan kajian ini antara lain: 
1. Nindhita Nur Manik, 2013 yang berjudul PELAKSANAAN PEMBINAAN 
ANAK TERLANTAR DI BALAI REHABILITASI SOSIAL “WILOSO 
MUDA-MUDI” PURWOREJO. Dalam skripsi ini memakai Pendekatan 
kualitatif. Kemudian metode yang digunakan dalam penyampaian materi 
adalah metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan praktek. Media 
pembelajaran yang digunakan seperti modul, leaflet dan film. 
Terdapat focus penelitian dalam skripsi ini diantaranya: 
a. Bagaimana pelaksanaan pembinan anak terlantar di balai rehabilitasi 
sosial “Wiloso Muda-Mudi” Purworejo. 
b. Apa saja peran pendamping balai rehabilitasi sosial “Wiloso Muda-
Mudi” Purworejodalam pelaksanaan pembinaan anak terlantar? 
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Adapun perbedaan peneliti pertama dengan yang sekarang ialah 
pelaksanaan pembinaan apa yang diberi terhadap anak terlantar sedangkan 
peneliti sekarang lebih kepada peran hukum terhadap anak terlantar. 
2. Ahmad Rosyadi, 2016 yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM 
TERHADAP ANAK TERLANTAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM 
ISLAM DAN POSITIF. Dalam skripsi ini menggunakan jenis penilitian 
normatif dan penelitian empiris. Dan memakai pendekatan yuridis 
normatif. Fokus penelitian yang ada ialah : 
a. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya anak terlantar sebagai 
fenomena sosial? 
b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak terlantar 
perspektif hukum positif dan islam ? 
Adapun perbedaan dari kedua peneliti ini ialah mengkaji bentuk 
perlindungan hukum dalam segi hukum islam dan positif untuk anak 
terlantar sedangkan yang sekarang membahas tentang bentuk hukum yang 
seperti apa yang diberikan oleh penegak hukum di kota jember. 
3. Faryadi A. Tjitji, 2018 yang berjudul IMPLEMENTASI PASAL 34 UUD 
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM 
PENANGANAN ANAK TERLANTAR DI KOTA TERNATE dalam 
penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian 
yg menggunakan cara menganalisis ketentuan perundang-undangan 
kemudian menyesuaikan dan membandingkan dengan kenyataan yang 
terjadi di lapangan. Dan data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian 
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diperoleh dari dinas sosial kota ternate dan juga hasil wawancara langsung 
kepada anak-anak terlantar di kota ternate dan data yg diperoleh disusun 
secara sistematis dan analisis secara kualitatif untuk menjawab 
permasalahan dalam penelitian. Dengan ini focus penelitian yang ada ialah:  
a.  Bagaimana implementasi pasal 34 UUD 1945 NKRI tahun 1945 dalam 
penanganan anak terlantar di kota ternate. 
Perbedaan dari penelitia terdahulu dengan yang sekarang ialah 
mengkaji tentang implementasi UUD pasal 34 ayat 1 di kota ternate, 
sedangkan peneliti yang sekarang perlindungan hukum sekaligus 
implementasi UUD pasal 34 ayat 1 di kabupaten jember. 
4. Ayu Nadia Maryandadi, 2016, yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM 
TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PENELANTARAN 
OLEH ORANG TUA BERDASARKAN HUKUM PIDANA 
INDONESIA. Dalam penelitian ini menggunakan melakukan pendekatan 
secara yuridis normatif. Adapun focus penelitian yang ada ialah : 
a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi 
korban penelantaran oleh Orang Tua berdasarkan hukum pidana 
Indonesia?  
b. Apa sajakah faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak 
yang menjadi korban penelantaran oleh orang tuanya berdasarkan 
hukum pidana Indonesia? 
Perbedaan disini yang pertama perlindungan hukum anak terlantar 
berdasarkan hukum pidana Indonesia, sedangkan yang saat ini diteliti 
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membahas tentang perlindungan hukum anak terlantar perspektif UUD 
1945 yang dilakukan oleh daerah Kabupaten Jember.  
5. Amanda Tikha Santriati, 2013, yang berjudul PERLINDUNGAN HAK 
PENDIDIKAN ANAK TERLANTAR DI KOTA YOGYAKARTA DI 
TINJAU DARI UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN 
ANAK. Penelitian ini menggunakan pendekatan normative empiris yaitu 
penelitian yang dilakukan berdasarkan pengembangan literature serta 
melihat fakta diimplementasikan di lapangan berdasarkan data primer. 
Adapun focus penelitian penelitian ini adalah:  
a. Bagaimana Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Di Kota 
Yogyakarta Di Tinjau Dari Uu No 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak? 
Perbedaan disini adalah mengenai perlindungan hak pendidikan 
yang di tinjau dari UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, 
sedangkan yang saat ini diteliti penerapan dan perlindungan anak yang di 
tinjau dari UUD 1945 di Kabupaten Jember. 
Tabel 2.1  
Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu 
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B. Kajian Teori 
1. Implementasi Perlindungan Anak Terlantar  
Implementasi hak-hak anak sebagaimana tertuang di dalam 
dokumen/instrumen internasional selama kurun waktu beberapa tahun 
terakhir ini tampak dalam beberapa peraturan perundang-undangan di 
Indonesia, seperti : 
a. Kepres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan berlakunya Konvensi 
Hak-Hak Anak. 
b. Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. 
Di dalam undang-undang ini diyatakan tentang HAK  ANAK, 
yang meliputi  : 
1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan 
berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun di dalam 
asuh khusus untuk tumbuh mengembangkan kemampuan dan 
kehidupan sosialnya. 
2) Hak  atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan 
kehidupan sosialnya; 
3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam 
kandungan, maupun sesudah dilahirkan; 
4) Hak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang 
membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan 
perkembangannya dengan wajar. 
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Perwujudan terhadap hak-hak anak ini memang penting 
dan  bergantung dari sejauhmana peran serta kewajiban orang tua dalam 
memenuhi berbagai kebutuhan mereka, baik fisik, jasmaniah maupun 
sosial. Orang tua yang terbukti melalaikan tanggungjawab sehingga 
mengakibatkan hambatan dalam perkembangan dan pertumbuhan anak, 
maka kuasa asuhnya dapat dicabut  melalui keputusan hukum, dengan 
tidak menghapuskan kewajibannya untuk membiayai kemampuannya, 
penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anak. 
c. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak; 
Undang-undang ini lebih bersifat procedural, di mana 
substansinya lebih mengatur tentang bagaimana anak diperlukan selama 
dan dalam proses pemeriksaan pada lembaga pengadilan, baik kasus 
perdata maupun kasus pidana. 
Dalam pada itu, perlu dipahami bahwa keterlibatan  pengadilan 
dalam kehidupan anak dan keluarganya senantiasa ditujukan pada upaya 
penanggulangan keadaan anak yang buruk, pelanggaran hukum yang 
dilakukan oleh anak, penelantaraan anak, serta eksploitasi anak. 
d. Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; 
Ditegaskan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk 
kepentingan hak anak itu, diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan 
sejak dalam kandung. (Pasal 52 ayat 2 UU No. 39 Tahun 1999) 
Selanjutnya dikenalbeberapa hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 
52 s.d. 66, seperti antara lain : 
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1) Hak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga dan masyarakat dan 
negara; 
2) Hak untuk hidup sejak dalam kandungan, mempertahankan hidup 
dan menginkatkan  taraf kehidupannya; 
3) Hak atas nama sejak kelahirannya dan status kewarganegaraannya; 
4) Hak perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya 
negara bagi anak-anak cacat fisik atau mental; 
5) Hak beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi; 
6) Hak untuk mengetahui orangh tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh 
orang tuanya sendiri dan atau walinya; 
7) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarag\hkan dan 
dimbiing kehidupannya oleh orang tuanya/wali hingga dewasa; 
8) Hak untuk mendapatkan orang tua angkat/wali; 
9) Hak mendapat perlindungan hukum dari berbagai bentuk kekerasan 
fisik, mental, penelantaraan, perlakuan buruk, dan pelecehan 
seksual; 
10) Hak untuk tidak dipisah dari orang tuanya, kecuali jika ada alasan 
dan aturan hukum yang sah demi kepentingan terbaik bagi anak; 
11) Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran; 
12) Hak untuk mencari, menerima dan memberikan indrmasi sesuai 
dengan tingkat intelektualitasnya; 
digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id
 18 
13) Hak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, 
berrekreasi sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi 
pengembangan diri; 
14) Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial 
secara layak; 
15) Hak untuk tidak diabaikan dalam peristiwa peperangan, sengketa 
bersenjata, kerusuhan sosial, dam peristiwa lain yang mengandung 
unsur kekerasan; 
16) Hak perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi, dan setiap 
pekerjaan yang membahayakan dirinya; 
17) Hak untuk tidak dijadikan sasaran penganiyaan, penyiksaan atau 
penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi; 
18) Hak untuk tidak dijatuhi pidana mati pidana seumur hidup; 
Hak-hak anak dalam undang-undang ini merupakan hak yang 
diakui dan dilindungi, dan merupakan undang-undang payung (umbrella 
act) yang dimungkinkan untuk dijabarkan lebih kanjut ke dalam  berbagai 
undang-undang sektoral. 
2. Hak Asasi Manusia  
a. Pengertian hak asasi manusia  
Hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat 
pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang 
Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung 
tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang 
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demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
12
 
Melindungi hak-hak dapat terjamin, apabila hak-hak itu merupakan 
bagian dari hukum, yang memuat prosedur hukum untuk melindungi 
hak-hak tersebut.  
Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, 
sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh 
HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum 
tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga 
harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. 
13
 
Hukum berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan. Hukum yang 
berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang 
menghormati martabat manusia dan mengakui HAM. Norma-norma yang 
mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi martabat manusia 
dan menjamin HAM, berkembang terus sesuai dengan tuntutan hati 
nurani manusia (yang terhimpun dalam ikatan perkumpulan masyarakat 
yang bertindak berdasarkan kepentingan sosial atau kepentingan 
dualistis). Teknik perumusan HAM di dalam undang-undang pada 




                                                 
12
 Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia Bab I ketentuan umum pasal 1 
ayat (1) 
13
 Bambang Heri Supriyanto, Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut 
Hukum Positif di Indonesia, (Jakarta: Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL, 
Vol . 2, No. 3, Maret 2014, 23 
14
 Maidin gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam System Peradilan Pidana Anak Di 
Indonesia, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), 9-10 
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Akan tetapi HAM tidak berarti bersifat mutlak tanpa batas, karena 
batas HAM seseorang adalah HAM yang melekat pada orang lain. Jadi 
disamping Hak Asasi ada Kewajiban Asasi, yang dalam hidup 
kemasyarakatan seharusnya mendapat perhatian telebih dahulu dalam 
pelaksanannya. Jadi memenuhi kewajiban terlebih dahulu, baru menuntut 
hak. HAM merupakan kodrat yang melekat dalam diri setiap manusia 
sejak ia dilahirkan kedunia. Secara kodrati antara lain manusia 
mempunyai hak kebebasan.  
 HAM merupakan alat untuk memungkinkan warga masyarakat 
dengan bebas mengembangkan bakatnya untuk penunaian tugasnya 
dengan baik. Kemungkinan ini diselenggarakan oleh negara dengan jalan 
membentuk kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum, yang 
merupakan tugas penting negara.  
Di indonesia tentang aliran HAM yang berkembang terbagi dalam 
tiga kelompok, yaitu: 
1) Aliran cultural relativism yang didukung oleh pihak pemerintah, 
termasuk aparat penegak hukum. 
2) Aliran universal yang dianggap sebagai kelompok penganut nilai-
nilai dan penerapan HAM yang mengacu pada pola dan standard 
barat. Aliran ini didukung oelh kalangan LSM yang bergerak di 
berbagai bidang kegiatan seperti bantuan hukum, pecinta lingkungan, 
perlindungan konsumen dan sebagainya. 
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3) Aliran hmanisme islam yang disuarakan oleh ormas dan pemuka 
islam. Aliran ini mengakui dan menjunjung tinggi harkat dan 
martabat manusia sebagai subjek yang memiliki otonomi pribadi 
individu. Namu sejalan dengan itu, HAM harus diproyeksikan dalam 
kehidupan masyarakat dengan cara menempatkan kepentingan umum 
diatas kepentingan pribadi, dengan ketentuan negara tidak boleh 
melanggar sifat kemanusiaan yang menyebabkan hilangnya 
kemerdekaan dan keluhurannya. 
15
 
Jika berbicara tentang hak asasi manusia dalam islam, maka yang 
dimaksudkan adalah hak-hak yang diberikan oleh Tuhan. Hak-hak yang 
diberikan oleh raja-raja atau majelis-majelis legislative dengan mudahnya 
bisa dicabut kembali semudah saat memberikannya. Tetapi tidak ada 
individu maupun lembaga yang memiliki wewenang untuk mencabut 
hak-hak yang diberikan oleh Tuhan.  
Piagam dan proklamasi-proklamasi serta resolusi-resolusi 
perserikatan bangsa-bangsa tidak bisa disebandingkan dengan hak-hak 
yang disertai sanksi oleh Tuhan, hak-hak pertama yang dimaksud ialah 
hak yang tidak mengikat siapapun, kemudian yang kedua suatu bagian 
integral dari kepercayaan islam. Semua muslim dan semua penguasa 
yang mengakui dirinya sebagai muslim harus menerima, mengakui dan 
melaksanakannya.
16
 Jika mereka gagal melaksanakannya atau 
                                                 
15
 Gultom, 13 
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melanggarnya dengan dalih apapun, Al-Quran telah mengatakan dengan 
tegas :     
 .......                        
 
Artinya: .......“Barang siapa yang memutuskan perkara bukan menurut 
apa yang diturunkan Allah, mereka itu adalah orang-orang 
kafir”. (Al-Maidah: 44) 
 
Ayat berikutnya menyatakan:  
    ......        
    





Adapun islam telah memberikan jaminan pada kebebasan manusia. 
Dalam Al-Quran Allah menegaskan bahwa memeluk agama tidak 
dipaksakan, sebab sudah jelas yang baik dan yang buruk. Demikian juga 
kebebasan berpendapat, islam meletakkan kedudukannya pada posisi 
tinggi, bila berangkat dari niat suci semata karena Allah. Oleh karena itu 
banyak ayat-ayat Al-Quran yang mendorong umat islam agar 
menggunakan logika, berfikir dan berkontemplasi.  
Dalam QS. Al Hujarat (49): 13 yaitu    : 
                          
                       
Artinya: “Wahai manusia! sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. 
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Sungguh, yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah yang 




Kemudian pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sabahabat, 
dimasa itu dibebaskannya system perbudakan yang marak saat itu. Tanpa 
membedakan warna kulit, suku, ras maupun agama.  
Dari uraian diatas, maka dapat dipahami pada dasarnya islam sejak 
awal mengedepankan konsep hak asasi manusia. Dan konsep HAM disini 
bukanlah hasil dari evaluasi apapun dari pemikiran manusia, namun 
merupakan hasil dari wahyu illahi yang telah diturunkan melalui 
RasulNya. 
3. Anak Terlantar  
a. Pengertian anak terlantar  
Anak terlantar sendiri pada umunya merupakan anak-anak yang 
berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda. Ada yang berasal dari 
keluarga tidak mampu, sehingga mereka tumbuh dan berkembang 
dengan latar belakang kehidupan jalanan yang akrab dengan 
kemiskinan, penganiyaan, dan hilangnya kasih sayang, sehingga 
memberatkan jiwa dan membuatnya berprilaku negatif. Bahkan yang 
lebih miris lagi adalah anak terlantar yang tidak memiliki sama sekali 
keluarga (hidup sbatang kara). Kemudian, adapaun ada anak terlantar 
yang ibunya tinggal di kota yang berbeda dengan tempat tinggal 
ayahnya karena pekerjaan, menikah lagi atau cerai. Ada anak terlantar 
yang masih tinggal bersama keluarga, ada yang tinggal terpisah tapi 
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masih sering pulang ke tempat keluarga, ada yang sama sekali tidak 




Anak terlantar adalah anak yang berusia 5-18 tahun karena sebab 
tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya (karena 
beberapa kemungkinan : Miskin, tidak mampu, salah seorang sakit, 
salah seorang atau kedua-duanya meninggal, keluarga tidak harmonis, 
tidak ada pengasuh atau pengampu), sehingga terganggu kelangsungan 
hidup, pertumbuhan dan perkembangan baik secara jasmani, rohani dan 
sosial.  
Dalam Pasal 1 Angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang 
perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak menyebutkan “Anak adalah seseorang yang belum 




Dalam Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang 
Kesejahteraan Anak menyebutkan “Anak Terlantar adalah anak yang 
karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga 
kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, 
jasmani, maupun sosial.”
21
 Dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 35 Tahun 
2014 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 
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 Imam sukadi, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi 
Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak”. De jure. Jurnal syariah dan hukum. Vol.5 
No.2, summer 2013, 177-133 
20
 Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 1 angka (1) 
21
 Undang-undang No 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pasal 1 angka (7) 
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tentang Perlindungan Anak menyebutkan “Anak Terlantar adalah Anak  
yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, 
spiritual, maupun sosial.” 
Penelantaran anak merupakan bagian dari bentuk kekerasan 
terhadap anak, karena itu termasuk dalam kekerasan anak secara sosial. 
Kekerasan anak secara sosial mencakup penelantaran anak dan 
eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perilaku orang tua 
yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh 
kembangnya anak. Misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga 
atau tidak diberikan pendidikan dan kesehatan yang layak. Padahal 
perlakuan tersebut termasuk dalam kekerasan berupa sosial yang dapat 
menyebabkan buruknya perkembangan anak. Istilah child abause atau 
perlakuan salah terhadap anak bisa terentang mulai yang bersifat fisik 
hingga seksual. Tindakan penelantaran tersebut kebanyakan mengarah 
kepada kealpaan atau kelalaian yang disebabkan karena kondisi sosial 
ekonomi keluarga yang amat rentan. 
b. Ciri-ciri anak terlantar  
Ciri-ciri yang menandai seorang anak dikategorikan terlantar 
adalah: Pertama, mereka biasanya berusia 5-18 tahun, dan merupakan 
anak yatim, piatu, atau anak yatim piatu. Kedua, anak yang terlantar 
acap kali adalah anak yang lahir dari hubungan seks di luar nikah dan 
kemudian mereka tidak ada yang mengurus karena orang tuanya tidak 
siap secara psikologis maupun ekonomi untuk memelihara anak yang 
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dilahirkannya. Ketiga, anak yang kelahirannya tidak direncanakan atau 
tidak diinginkan oleh kedua orang tuanya atau keluarga besarnya, 
sehingga cenderung rawan diperlakukan salah. Keempat, meski 
kemiskinan bukan satu-satunya penyebab anak ditelantarkan dan tidak 
selalu pula keluarga miskin akan menelantarkan anaknya. Tetapi 
bagaimanapun harus diakui bahwa tekanan kemiskinan dan kerentanan 
ekonomi keluarga akan menyebabkan kemampuan mereka memberikan 
fasilitas dan memenuhi hak anaknya menjadi sangat terbatas. Kelima, 
anak yang berasal dari keluarga yang broken home, korban perceraian 
orang tuanya, anak yang hidup di tengah kondisi keluarga yang 
bermasalah-pemabuk, kasar, korban PHK, terlibat narkotika, dan 
sebagainya. Selain itu, anak juga dapat dikatakan terlantar apabila telah 
memenuhi kriteria sebagai berikut: 
Anak terlantar tanpa orang tua/keluarga, dengan ciri-ciri:  
1) Orang tua/keluarga tidak diketahui  
2) Putus hubungan dengan orang tua/keluarga  
3) Tidak memiliki tempat tinggal 
Anak terlantar dengan orang tua/keluarga, dengan ciri-ciri:  
1) Hubungan dengan orang tua masih ada  
2) Tinggal bersama orang tua/keluarganya  
3) Rawan sosial dan putus sekolah  
4) Tinggal dengan keluarga miskin  
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Menurut keputusan Menteri Sosial RI berdasarkan pengertian 
anak terlantar terdapat beberapa karakteristik atau ciri-ciri anak terlantar 
yaitu:  
1) Anak berusia 5-18 tahun,  
2) Orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya karena beberapa 
kemungkinan seperti miskin atau tidak mampu,  
3) Salah seorang dari orangtuanya atau kedua-duanya sakit,  
4) Salah seorang atau kedua-duanya meninggal,  
5) Keluarga tidak harmonis,  
6) Tidak ada pengasuh/pengampu,  
7) Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara 
jasmani, rohani dan sosial.
22
 
4. Perlindungan Anak 
a. Kedudukan dan pengertian perlindungan anak 
Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan 
cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang 
dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat 
kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar 
baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan terhadap anak 
merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak. Sehubungan dengan hal 
ini, pasal 27 ayat 1 UUD 1945, menentukan bahwa setiap warga Negara 
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bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib 
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
23
 
Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam 
suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan 
dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak 
diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan 
bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, 




Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan 
memerhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu 
sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat 
negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab, 
dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan 
efisien. Usaha perlindunagn anak tidak boleh mengakibatkan matinya 
inisiatif, kreativitas, dan hal-hal yang menyebabkan ketergantungan 
kepada orang lain dan berprilaku tak terkendali, sehingga anak tidak 
memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan 
melaksanakan kewajiban-kewajibannya.  
Kemudian, adapun terdapat Perlindungan khusus adalah 
perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak 
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yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan 
terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, 
anak diperdagangkan, anak yang  menjadi korban penyalahgunaan 
narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak 
korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik 
fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban 
perlakuan salah dan perlantaran. 
Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 bagian, yaitu: 
perlindungan anak yang besifat yuridis, yang meliputi: perlindungan 
dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan; 
perlindungan anak yang bersifat nonyuridis, meliputi: perlindungan 
dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.  
Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta 
pemerintahnya, maka koordinasi kerja sama perlindungan anak perlu 
diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan 
perlindungan anak secara keseluruhan.  
Luas lingkup perlindungan: 
1) Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, 
pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum 
2) Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah 
3) Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder 
yang berakibat pada prioritas pemenuhannya. 
25
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Jaminan pelaksanaan perlindungan: 
1) Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan 
terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat 
diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan 
perlindungan 
2) Sebaiknya jaminan ini dituang dalam suatu peraturan tertulis baik 
dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang sederhana 
perumusannya tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta 
disebarluaskan secara merata dalam masyarakat 
3) Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di 
indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan 
di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang 
kritis).  
Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah: 
1) Dasar filosofis 
Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, 
bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, dan dasar filosofis 
pelaksanaan perlindungan anak. 
2) Dasar etis 
Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi 
yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam 
pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam 
pelaksanaan perlindungan anak.  
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3) Dasar yuridis 
Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 
dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. 
Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan 
terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai 
bidang hukum yang berkaitan. 
b. Tanggung jawab perlindungana anak  
Perlindungana anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, 
keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Pasal 20 UU Nomor 
35 Tahun 2014 menentukan: 
“Negara, pemerintahan, pemerintah daerah, masyarakat, 
keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung 
jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.” 
 
Jadi yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap 
anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai 
macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga negara 
ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanaannya perlindungan anak 
demi kesejahteraan anak. 
26
 
Penanganan anak terlantar di seluruh wilayah kota besar di 
Indonesia belum mempunyai model dan pendekatan yang tepat dan 
efektif. Keberadaan rumah singgah menurut hasil penelitian Badan 
Pelatihan Dan Pengembangan Sosial Depsos (2003), dinilai kurang 
efekrif karena tidak menyentuh akar persoalan, yaitu kemisikinan dalam 
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keluarga. Pembinaan dan pemberdayaan pada lingkungan keluarga 
belum banyak dilakukan sehingga penanganannya selama ini cenderung 
tidak efektif. Keluarga merupakan “pusat pendidikan, pembinaan dan 
pemberdayaan pertama” yang memungkinkan anak-anak itu tumbuh dan 
berkembang dengan baik, sehat dan cerdas. Pemberdayaan keluarga dari 
anak terlantar terutama dari segi ekonomi, pendidikan dan agama.
27
 
Dalam upaya pelaksanaan perlindungan anak, sebagaimana 
tersirat didalam UU Perlindungan Anak no. 23 tahun2002, maka ada 2 
bentuk kegiatan pokok yaitu penggalian aspirasi hak-hak anak beserta 
implementasi kegiatannya dan perlindungan anak tindak kekrasan dan 
diskriminasi. Adapun kegiatan yang telah dilakukan oleh  dinas sosial 
mengenai aspirasi hak-hak anak yakni dengan penyelenggaraan 
kongres/temu anak Jember dalam wadah Forum Anak Jember, 
Penyelenggaran Penyuluhan dan sosialisasi kenakalan remaja, 
penyelenggaraan Hari Anak, Fasilitas kegiatan Forum Anak Jember, 
pembentukan Pusat Informasi dan Konserling Remaja yang difasilitasi 
oleh Bidang Keluarga Berencana. Selain itu dinas sosial juga melakukan 
kegiatan perlindungan anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi 
dalam bentuk penyuluhan dan sosialisasi pelayanan perlindungan anak 
dan penyelenggaraan pendampingan anak yang menjadi korban tindak 
kekerasan. 
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Islam adalah agama yang sempurna dan universal, syariat dan 
ajarannya sesuai untuk semua tempat dan zaman. Pada awal 
kemunculannya, islam telah menggariskan panduan untuk golongan 
anak yang kurang baik nasibnya, yaitu anak-anak terlantar yang 
disebabkan banyak faktor. Dalam kitab al-laqit wa al-luqotah para 
ulama telah melakukan diskursus yang intens antara hak dan kewajiban 
Negara atas mereka.  
Istilah laqit sendiri menurut bahasa adalah sesuatu yang dijumpai. 
Adapun mengikut istilah, beberapa ulama memberikan definisi yang 
agak berbeda. Antara lain Imam Muhammad Amin yang lebih dikenal 
dengan Ibn ‘Abidin Ulama terdepan dalam Madhab Hanafi ia 
mengatakan bahwa laqit adalah seorang anak yang masih hidup, yang 
dibuang oleh keluarganya, Karena takut miskn atau menyelamatkan diri 
daripada tuduhan zina. Sementara dalam Madhab Al-Hanbali, laqit 
diberikan takrifan bahwa seorang anak yang tidak diketahui nasab 
ataupun kemerdekaannya, ia dibuang atau tersesat di jalan, umurnya 
antara kelahirannya sehingga mumayyiz. Dalam Madhab Maliki, laqit 
didefinisikan sebagai seorang anak kecil yang tidak diketahui ayah dan 
status kemerdekaannya. Dalam Madhab Al-Syafi’i, laqit dikenal dengan 
Al-Manbuz yaitu seorang anak yang dicampakkan oleh ibunya di jalan.  
Hukum memungut laqit diperselisihkan oleh para ulama madhab, 
antara yang mengatakan sunnah dan fardu. Menurut Madhab Hanafi, 
bahwa hukum mengambil laqit adalah mandub (disunahkan) dan 
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merupakan amalan yang paling utama, karena ia menjaga nyawa 
seseorang. Hukum ini dapat berubah menjadi fardu kifayah, jika 
ditakutkan akan membinasakan anak tersebut apabila ia tidak diambil. 
Dalil lain bagi Mazhab Hanafi yang mengatakan hukum mengambil 
laqit adalah mandub, yaitu karena laqit adalah jiwa yang tidak 
mempunyai penjaga, apalagi ditakutkan akan terlantar, maka mengambil 
anak (laqit) bermakna menghidupkan jiwa tersebut. Sementara mengikut 
Mazhab Maliki, Hanbali dan Syafi’i, menyatakan bahwa hukum 
mengambil laqit adalah fardu kifayah, kecuali jika dikhawatirkan akan 
kebinasaan anak-anak tersebut, maka hukumnya menjadi fardu ‘ain.
28
 
Wahbah al-Zuhayli pula menyebutkan beberapa hukum yang ada 
hubungannya dengan permasalahan laqit, antara lain:  
1) Orang yang menemukan laqit lebih berhak untuk mengasuh anak 
daripada orang lain. Walau demikian, jika ia berkehendak untuk 
mengasuhnya dan memberinya biaya, maka itu adalah baik baginya. 
Tetapi ia juga diperbolehkan untuk menyerahkannya kepada negara 
agar ada orang lain yang dapat mengasuhnya dengan pembiayaan 
daripada Baitul Mal. Masalah ini berlaku apabila anak-anak tersebut 
tidak memiliki harta. Sekiranya ia memiliki harta, maka ia dibiayai 
dari hartanya sendiri dan tidak berhak untuk mendapatkan 
pembiayaan dari pihak negara (Baitul Mal).  
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2) Negara berkewajiban untuk mengasuh anak terlantar seperti laqit. 
Demikian pula dengan pendidikan, pengasuhan, bahkan perkawinan 
dan penggunaan hartanya.  
Jika anak-anak yang menjadi laqit telah dewasa dan ingin kawin namun 
tidak memiliki harta, maka pemerintah bertanggung jawab untuk mengurusi 
dan membiayai perkawinan mereka. Pembayaran mahar dan biaya serta 
keperluan lain dalam perkawinannya seperti baju, obat-obatan akan diambilkan 
dari Baitul Mal. Demikianlah yang diperintahkan oleh sahabat Umar ibn al-
Khattab RA dan Ali ibn Abi Thalib RA. Oleh karena Baitul Mal disiapkan 
untuk memberikan keperluan bagi orang-orang yang memerlukan bantuan. 
c. Hak-hak dan kewajiban anak  
1) Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang 
terkandung dalam deklarasi ini.  
2) Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus 
memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, 
agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, 
kejiwaan, moral, spiritual dan kemasyarakatan dalam situasi yang 
sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya.  
3) Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan  
4) Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk 
tumbuh kembang secara sehat.   
5) Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat 
keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan 
perlakuan khusus.  
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6) Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia 
memerlukan kasih sayang dan pengertian  
7) Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma 
sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar 
8) Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima 
perlindungan dan pertolongan 
9) Anak harus dilindungi dari segara bentuk kealpaan, kekerasan, 
penghisapan 
10) Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam 




Adapun hak-hak anak dalam islam, Antara lain :
30
 
1) Hak hidup  
Islam sangat menjunjung tinggi hak hidup setiap manusia, 
bahkan janin yang masih di dalam kandungan. Banyak ayat Al-
Quran yang menegaskan larangan untuk membunuh jiwa manusia, 
baik itu anak sendiri ataupun orang lain. Dalam Q.S Al-An;am (6) : 
151: 
......                  ......   
Artinya: “… dan janganlah kau membunuh anak-anakmu karena 




                                                 
29
 Rifanto, Ahkam al-laqit: Konsep islam dalam menangani anak terlantar di Indonesia, 
(Malaysia: Universitas kebangsaan Malaysia, Jurnal Vol. 8 No. 2 Oktober 2012), 54-56 
30
 Hani Sholihah, “Perlindungan anak dalam perspektif hukum islam”, (Tasikmalaya: Stainu, 
Jurnal Vol. 1 No 1, January 2018), 42-43 
31
 Al-Quran, 6: 151 
digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id
 37 
2) Hak memperoleh pengasuhan dan perawatan  
Mengasuh dan merawat anak adalah wajib, sebagaimana 
wajibnya orang tua memberikan nafkah yang baik kepada anak. 
Semua ini dilakukan demi kelangsungan hidup anak dengan baik.  
Sebagian ulama mengatakan bahwa Allah SWT. Akan 
meminta pertanggungjawaban orang tua tentang anaknya pada hari 
kiamat, sebelum seorang anak diminta pertanggungjawaban tentang 
orang tuanya. Hal itu sebagaiamana diisyaratkan oleh Al-Quran 
bahwa seorang anak harus berbuat baik kepada orang tuanya, seperti 
dalam kandungan Q.S Al-Tahrim (66) : 6  
                      ..... 
 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 
manusia dan batu…” 
 
3) Hak mendapat pengakuan nasab 
Hak anak memperoleh pengakuan dalam silsilah keturunan 
merupakan hak terpenting dan memiliki faidah yang sangat besar 
bagi kehidupannya. Dalam Q.S Al-Ahzab (33) : 5 telah dijelaskan 
                    
                      
                     
 
Artinya: “Panggilah mereka (anak-anak anhkat itu) dengan memakai 
nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi 
Allah, dan jika kau tidak mengetahui bapak-bapak mereka, 
digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id
 38 
maka panggilah mereka sebagai saudra-saudaramu seagama 
dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap 
apa yang kamu khilaf kepadanya, tetapi yang ada dosanya 
apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha 
pengampun lagi Maha Penyayang”. 
32
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A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian  
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif, metode penelitian kualitatif sering disebut dengan metode penelitian 
naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. 
Metode penelitian kualitatif juga merupakan metode penelitian yang 
berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada 
kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana 
peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan 
secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil 
penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.
33
 
Penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi UUD 1945 
pasal 34 ayat 1 mengenai perlindungan anak terlantar yang ada di kebupaten 
jember, serta mengetahui perlindungan hukum seperti apa yang dilakukan oleh 
Kabupaten Jember untuk anak terlantar. Untuk mencapai tujuan tersebut, 
peneliti turun langsung ke lapangan penelitian bertemu dengan pihak Dinas 
Sosial untuk mengumpulkan data penelitian, sekaligus untuk melakukan 
analisis data selama proses penelitian. Maka dari itu peneliti disini 
menggunakan penelitian kualitatif. 
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Adapun jenis penelitiannya adalah studi kasus, yang mana studi kasus 
merupakan penyelidikan empiris kontemporer dalam konteks tidak begitu jelas. 
Rancangan studi kasus dipilih untuk membantu peneliti mengetahui 
implementasi perlindungan hukum terhadap anak terlantar yang ada di 
Kabupaten Jember.  
B. Lokasi Penelitian  
Lokasi atau obyek dalam penelitian ini berada di Dinas Sosial 
Kabupaten Jember tepatnya di Jalan PB Sudirman No 38 Kp. Using, Jember 
lor, Kec. Patrang. Lokasi ini adalah lokasi dimana tempat untuk mengetahui 
lebih jelas data anak terlantar yang ada di Kabupaten Jember. Dan menganggap 
lokasi ini sudah strategis-representif untuk melakukan penelitian sesuai dengan 
judul.  
C. Subyek Penelitian 
Sumber data merujuk pada asal data penelitian diperoleh dan 
dikumpulkan oleh peneliti. Dalam menjawab permasalahan penelitian, 
kemungkinan dibutuhkan satu atau lebih sumber data, hal ini sangat tergantung 
kebutuhan dan kecukupan data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sumber 
data ini akan menentukan jenis data yang diperoleh. Dikatakan data primer jika 
data yang diperoleh dari sumber asli, sedangkan dikatakan data sekunder jika 
data tersebut bukan data asli melainkan hasil dari penyajian pihak lain.
34
 
Berbagai sumber data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini 
sebagai berikut:  
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1. Data primer  
Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh sumbernya, 
sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:  
a. Informasi dari pihak dinas sosial jember  
b. Informasi dari anak terlantar yang ada di jember 
c. Informasi dari pengasuh anak terlantar 
d. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 8 Tahun 2015 
2. Data sekunder  
Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh 
bukan secara langsung dari sumbernya. Penelitian ini sumber data sekunder 
yang dipakai adalah sumber tertulis, seperti sumber buku, majalah ilmiah, 
dan dokumen-dokumen dari pihak yang terkait yaitu data dari Dinas Sosial 
mengenai permasalahan anak terlantar di kabupaten jember. 
D. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 
dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 
Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 
mendapatkan yang memenuhi standar data yang ditetapkan.  
1. Observasi  
Nasution (1998) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua 
ilmu pengetahuan. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan 
berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil 
maupun yang sangat jauh dapat diobservasi dengan jelas.  
digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id
 42 
Dalam hal ini, peneliti di sini menggunakan observasi terus terang 
atau tersamar, karena dalam melakukan pengumpulan data menyatakan 
terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. 
Jadi, sumber data ini mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas 
peneliti. Adapun observasi disini juga menggunakan observasi yang 
sifatnya pasif. Artinya adalah peneliti datang di tempat kegiatan yang 
diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.  
2. Wawancara  
Esterberg (2002) mendefinisikan wawancara adalah pertemuan dua 
orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga 
dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
35
 
Dalam wawancara disini menggunakan wawancara semistruktur, 
jadi wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-dept interview, 
dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan 
wawancara terstruktur. Tujuan dari jenis wawancara ini adalah untuk 
menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak 
wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Selama kegiatan wawancara, 
peneliti harus mendengarkan dengan teliti apa yang dibicarakan oleh 
informan.  
3. Dokumentasi  
Teknik pengumpulan data dengan dokumen, dimana dokumen disini 
merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk 
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tulisan, gambar, atau karya-karya manumental dari seseorang. Dokumen 
yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, 
biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya 
foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya 
misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.  
4. Triangulasi 
Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik 
pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 
pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi teknik, 
berarti peneliti menggunakan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan 
data dari sumber yang sama.  
E. Analisis data  
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 
dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam 
unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang 
penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 
difahamu oleh diri sendiri maupun orang lain.  
Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis 
berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis, 
berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya 
dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat 
disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data 
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yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara 
berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka 
hipotesis berkembang menjadi teori. 
36
 
1. Proses analisis data  
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum 
memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan:  
a. Analisis sebelum di lapangan  
Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti 
memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi 
pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk 
menentukan fokus penelitian. Namun fokus penelitian ini masih bersifat 
sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di 
lapangan.  
b. Analisis data di lapangan  
Analisis data dalam penilitian kualitatif, dilakukan pada saat 
pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data 
dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan 
analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Jika jawaban yang 
diperoleh kurang memuaskan, maka lakukan pertanyaan lagi sampai data 
yang didapat sangat jelas. 
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a. Data reduction  
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, 
untuk itu maka perlu di catat secara teliti dan rinci. Mereduksi data 
berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada 
hal-hal yang penting, dicari tema dan pilanya.  
b. Data display  
Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah 
mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 
dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 
kategori, flow chart dan sejenisnya. 
F. Keabsahan Data  
Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah peneliti bertindak sebagai 
instrumen sekaligus pengumpul data. Instrumen selain manusia (seperti: 
angket, pedoman wawancara, observasi dan sebagainya) dapat pula digunakan, 
tetapi fungsinya terbatas sebagai pendukung tugas peneliti sebagai instrumen 
kunci. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti adalah 
mutlak, karena peneliti harus berinteraksi dengan lingkungan baik manusia dan 
non manusia yang ada dalam kancah penelitian. Kehadirannya di lapangan 
penelitian harus dijelaskan, apakah kehadirannya diketahui atau tidak diketahui 
oleh subyek peneliti. 
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Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif yang 
menjadi alat utama adalah manusia, artinya melibatkan peneliti sendiri sebagai 
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instrumen. Dengan memperhatikan kemampuan peneliti dalam hal bertanya, 
melacak, mengamati, memahami dan meng abstraksikan sebagai alat penting 
yang tidak dapat diganti dengan cara lain. Dalam penelitian kualitatif peneliti 
wajib hadir di lapangan dinas sosial jember.  
Kehadiran peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian ini 
memberikan keuntungan yakni mendapat informasi langsung terkait anak 
terlantar yang ada di jember.  
G. Tahap-tahap penelitian  
Tahap-tahap penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Tahap pra lapangan atau persiapan 
a. Menyusun rancangan penelitian  
b. Memilih lapangan penelitian  
c. Mengurus perizinan 
d. Menentukan informan  
e. Menyiapkan mental diri dan perlengkapan penelitian  
f. Memahami etika penelitian  
2. Tahap pelaksanaan lapangan  
a. Memahami latar penelitian  
b. Memasuki lapangan penelitian  
c. Mengumpulkan data  




3. Tahap pasca penelitian  
a. Menganalisis data yang diperoleh  
b. Mengurus perizinan selesai penelitian  
c. Menyajikan data dalam bentuk laporan  





PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 
 
A. Gambaran Obyek Penelitian  
Gambar 4.1 
Peta Kabupaten Jember  
 
Sumber: BKP Jatim (2006) 
1. Letak geografis Kabupaten Jember  
Secara geografis kabupaten jember terletak pada posisi 6 27’ 9” 
sampai dengan 7 14’ 35” bujur timur dan 7 59’ 6” sampai 8 33’ 56” 
lintang selatan. Bentuk dataran yang subur pada bagian yang subur pada 
bagian tengah dan selatan, dikelilingi pegunungan yang memanjang 
sepanjang batas utara dan timur serta samudera Indonesia sepanjang batas 
selatan dengan pulau nusa barong yang merupakan satu-satunya pulau 
yang ada di wilayah Kabupaten Jember. Letaknya yang ada 
dipersimpangan antara Surabaya dan Bali, sehingga perkembangannya 
cukup pesat dan menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dikawasan 
Timur Jawa Timur.  
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Sebagai daerah otonom, kabupaten jember memiliki batas-batas 
territorial, luas wilayah, kemapuan ekonomi, potensi ekonmi, potensi 
daerah, sosial ekonomi dan sosial politik, budaya serta sumber daya 
manusia. Kondisi obyektif yang demikian dapat mengungkapkan berbagai 
karakteristik sumber daya alam, komoditas yang dihasilkan, mata 
pencaharian penduduk, keadaan sosial, ekonomi dan budayanya yang 
mencerminkan kekuatan sebagai suatu kompetisi daerah, sekaligus agama 
permasalahan yang dihadapinya.  
Adapun batas wilayah kabupaten jember sebagai berikut:  
a. Sebelah barat  : kabupaten lumajang  
b. Sebelah utara : kabupaten bondowoso 
c. Sebelah timur : kabupaten banyuwangi 
d. Sebelah selatan  : samudra Indonesia  
Kabupaten Jember memiliki luas wilayah 3.293,34 km atau 
329.333,94 Ha. Dari segi topografi sebagian Kabupaten Jember diwilayah 
bagian selatan merupakan dataran rendah yang relative subur untuk 
pengembangan tanaman pangan, sedangkan dibagian utara merupakan 
daerah perbukitan dan gunung-gunung yang relative baik untuk 
pengembangan tanaman keras dan tanaman perkebunan.  
2. Sejarah Kabupaten Jember  
Pada dasarnya, Kabupaten Jember tidak mempunyai penduduk asli. 
Hampir semuanya pendatang. Maka dari itu jember ini adalah daerah yang 
berkembang dalam bidang perdagangan, sehingga memiliki peluang bagi 
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pendatang untuk berlomba-lomba mencari pencaharian dan bertahan hidup 
di daerah ini. Mayoritas penduduk Jember ini adalah berasal dari suku 
Jawa dan Madura, disaping itu masih dijumpai dengan suku-suku lain serta 
warga keturunan asing yang membuat warga Jember ini mempunya 
karakter khas jember dinamsi, kretaif, sopan dan ramah. 
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3. Letak geografis Dinas Sosial Kabupaten Jember  
Dinas Sosial Kabupaten Jember merupakan salah satu dinas 
pemerintah bertahan yang terdapat di Kabupaten Jember dan yang 
bergerak pada wilayah yang ada kaitanyya dengan penelitian yang diteliti. 
Lokasi Dinas Sosial Kabupaten Jember di JL. PB Sudirman No. 38 Jember 
(eks. Kantor Litbang Kabupaten Jember) Telp 0331-487766, dengan 
menempati lahan bangunan seluas lebih kurang 400 m/segi, dengan batas-
batas sebagai berikut: 
a. Sebelah selatan : Batasan Dengan Kecamatan Sumber Sari   
b. Sebelah barat  : Batasan Dengan Kecamatan Kaliwates  
c. Sebelah timur  : Batasan Dengan Kecamatan Arjasa  
d. Sebelah utara  : Batasan Dengan Kecamatan Jelbuk  
4. Kedudukan Dinas Sosial Kabupaten Jember  
Dinas sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di 
bidang sosial. Dinas sosial dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan 
dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. 
Dinas sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang 
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menjadi kewenangan daerah di bidang sosial. Dinas sosial dalam 
melaksanakan tugas yaitu menyelenggarakan fungsi:  
a. Perumusan kebijakan daerah di bidang sosial 
b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial 
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang sosial 
d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial  
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan 
tugas dan fungsinya 
5. Susunan / Struktur Oraganisasi Dinas sosial Kabupaten Jember  
Adapun susunan oganisasi dinas sosial, terdapat pada peraturan 
bupati jember nomor 95 tahun 2019. Susunan organisasi dinas sosial yang 
terdiri dari: 
a. Kepala dinas  
b. Secretariat membawahi : 
1) Sub bagian umum dan kepegawaian  
2) Sub bagian perencanaan dan pelaporan  
3) Sub bagian keuangan  
c. Bidang penyandang masalah kesejahteraan sosial anak dan yatim piatu, 
membawahi : 
1) Seksi pelayanan dan Rehabilitas sosial anak  
2) Seksi pelayanan dan rehabilitas sosial yatim piatu  
3) Seksi panti asuhan dan lembaga kesejahteraan sosial  
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d. Bidang penyandang masalah kesejahteraan sosial lanjut usia, fakir 
miskin dan korban bencana, membawahi : 
1) Seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial lanjut usia  
2) Seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial fakir miskin, dan  
3) Seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial korban bencana  
e. Bidang penyandang masalah kesejahteraan sosial perempuan dan 
difabel, membawahi : 
1) Seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial perempuan 
2) Seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas  
3) Seksi pelaksanaan dan rehabilitasi warga binaan, korban napza dan 
tuna wisma 
f. Bidang sarana prasarana dan sumber daya kesejahteraan sosial, 
membawahi: 
1) Seksi sarana prasarana kesejahteraan sosial  
2) Seksi gerakan cinta dhuafa, kesetiakawanan sosial, kepahlawanan 
dan keperintisan 
3) Seksi potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) 
g. UPTD 
h. Kelompok jabatan fungsional 
Sekretariat disini dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada kepala dinas. Bidang dipimpin oleh kepala 
bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas. 
Sub bagian dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada dibawah dan 
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bertanggungjawab kepada sekretaris. Dan seksi dipimpin oleh kepala seksi 
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang. 
39
 
                                                 
39
 Peraturan Bupati Jember Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 




Struktur Organisasi Dinas Sosial  
 
 






B. Penyajian Data Dan Analisis  
Pada bab ini peneliti akan menguraikan data dan hasil penelitian 
tentang permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab l, yaitu tentang 
Implementasi UUD 1945 pasal 34 ayat 1 tentang perlindungan anak terlantar di 
dinas sosial kabupaten Jember. 
Data-data hasil penelitian ini diperoleh dari teknik observasi, 
dokumentasi dan wawancara, yang dilakukan oleh peneliti dengan ibu Juhainik 
selaku ketua penyandang permasalahan sosial anak. Selain itu, peneliti juga 
melakukan pengecekan data-data anak terlantar di Kabupaten Jember.  
Berikut penyajian data-data hasil penelitian. Peneliti ini juga 
menggunakan metode kualitatif untuk melihat kondisi alami dari suatu 
fenomena. Pendekatan ini bertujuan memperoleh pemahaman dan 
menggambarkan realitas yang kompleks.  
Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan 
data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan didasari oleh orang atau 
perilaku yang diamati. Untuk tahap analisis, yang dilakukan oleh peneliti 
adalah membuat daftar pertanyaan untuk wawancara, pengumpulan data, dan 
analisis data yang dilakukan sendiri oleh peneliti. Untuk dapat mengetahui 
sejauhmana informasi yang diberikan oleh informan penelitian, peneliti 
menggunakan beberapa tahap:  
1. Pertama menyusun draf pertanyaan wawancara berdasarkan dari unsur-
unsur kredibilitas yang akan ditanyakan pada narasumber atau informan.  
digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id
 56 
2. Kedua, melakukan wawancara dengan pihak dinas sosial, pengasuh anak 
yang ada di LKSA masing-masing sekaligus dengan anak terlantar 
langsung yang bisa di wawancarai. 
3. Ketiga melakukan dokumentasi langsung dilapangan untuk melengkapi 
data-data yang berhubungan dengan penelitian. 
4. Keempat, memindahkan data penelitian yang berbentuk daftar dari semua 
pertanyaan yang diajukan kepada narasumber atau informan. 
5. Kelima, menganalisis hasil data wawancara yang telah dilakukan. 
Maka, sesuai dengan rumusan masalah diawal, data yang diperoleh dari 
lapangan akan disajikan sebagai berikut: 
1. Implementasi UUD 1945 pasal 34 ayat 1 mengenai upaya atau bentuk 
perlindungan terhadap anak terlantar di Kabupaten Jember. 
Perlu di ketahui bahwa pada pasal 34 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi : 
Fakir miskin dan anak terlantar dilindungi oleh Negara. Sesuai dengan data yang 
saya peroleh dari pihak dinsos bahwa amanah yang disampaikan pada UUD 1945 
pasal 34 ayat 1 itu, Kabupaten Jember telah membentuk peraturan daerah Nomor 
8 tahun 2015 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial kabupaten jember. 
Yang melatar belakangi adanya perda ini karena Meningkatnya potensi dan 
jumlah PMKS di Kabupaten Jember, Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan 
dunia usaha dalam penanganan PMKS, Rendahnya sinergitas program antar 
dinas/instansi terkait dalam penanganan PMKS, Belum adanya regulasi yang 
jelas terkait operasional dan teknis penanganan PMKS. Dengan adanya peraturan 
daerah ini pihak Dinas sosial menerapkan dengan menampung anak terlantar 
kedalam lembaga perlindungan anak yaitu LKSA. Setiap kita berbicara tentang 
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suatu kebijakan disitu juga kita berbicara tentang proses pelaksanaannya, 
karena pelaksanaan kebijakan merujuk pada langkah-langkah yang 
dilakukan untuk mewujudkan  apa yang telah direncanakan agar terarah. 
Terkait hal diatas berikut kutipan wawancara dengan Ibu Juhainik selaku 
Kepala bidang penyandang masalah kesejahteraan sosial anak dan yatim 
piatu:  
“Terkait dengan adanya amanah dari UUD 1945 pasal 34 ayat 1, 
kami disini Kabupaten Jember telah membuat peraturan daerah 
Nomor 8 tahun 2015 tentang PMKS (penyelenggaraan masalah 
kesejahteraan sosial), Jadi terkait anak disini kami benar-benar sangat 
melindungi dan menyediakan tempat khusus untuk mereka. Sesuai 




Selaku pihak dinas sosial yang menangani berbagai masalah terkait 
dengan sosial, mereka menjalankan sesuai dengan tugas dan amanah yang 
diberikan oleh Negara. Tidak diragukan karena seseorang yang mempunyai 
jiwa sosial tidak akan membiarkan anak yang masih butuh bimbingan dan 
perlindungan dibiarkan terlantar di jalanan. Hal yang sama dituturkan oleh 
Bpk. Hariyono selaku pihak dinas sosial yang juga menangani 
permasalahan sosial anak. 
“Untuk penerapan perlindungan anak terlantar disini memang benar-
benar di lakukan dengan baik. Kami disini juga banyak cara untuk 
melakukan yang terbaik bagi anak. Sebenarnya untuk anak terlantar 
di Jember sendiri memang sudah banyak di tamping di lembaga 
perlindungan anak, ada pun hanya beberapa yang benar-benar anak 
itu termasuk dalam kategori anak terlantar. Mereka yang mempunyai 
banyak kasus seperti masalah ekonomi, broken home dll. Adapun 
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Kenyataannya anak terlantar di Kabupaten Jember sedikit yang di 
terlantarkan dan rata-rata telah di tampung, dari pihak pemerintah atau 
pihak yang menangani pun berusaha melindungi mereka dan menyediakan 
tempat khusus mereka. Tempat mereka juga tidak sedikit untuk kalangan 
Jember. Dan adapun permasalahan yang ada pada anak tersebut seperti 
ekonomi, kurangnya perhatian dari orang tua dll. Keadaan mereka juga 
tidak semua normal tetapi mereka yang dari kalangan khusus yaitu 
disabilitas. Adapun Juga pemaparan yang di paparkan oleh pihak dinas 
sosial yaitu Ibu yulia: 
“Benar apa yang dikatakan bapak dan ibu yang samean wawancarai 
terkait implementasi UUD 1945 itu kita membuat peraturan daerah 
tentang penyelenggaraan masalah kesejahteraan sosial. Khusus untuk 




Jadi, bukti dari amanah dari UUD 1945 itu memang ada sebuah 
peraturan daerah yang memang itu tentang perlindungan anak terlantar dan 
masalah sosial lainnya. Hal ini juga di tegaskan oleh Bpk. Marzuki selaku 
ketua atau pengasuh LKSA:  
“Untuk peraturan yang sudah ada itu memang pihak dinas sosial 
memberitahukan kepada LKSA tentang isi dari peraturan tersebut, 
semisal ada perubahan dalam penanganan anak, dinas sosial selalu 
memberitahukan kepada kita. Jadi dari pihak pengasuh melakukan 




Jadi penerapan yang dilakukan dinas sosial terkait perlindungan 
hukum anak terlantar berdasarkan UUD 1945 ini, telah diterapkannya 
penampungan anak terlantar di berbagai tempat.   
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Kemudian upaya Perlindungan khususnya anak terlantar yang 
menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten Jember yang telah 
diamanatkan oleh UUD 1945 pasal 34 ayat 1 dan di implementasikan pada 
peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan masalah 
kesejahteraan sosial pada pasal 15 ayat 1 bahwa: bagi anak yang tidak 
terpenuhi hak-haknya dari orang tua atau keluarga, berhak mendapat 
pelayanan kesejahteraan sosial dari pemerintahan kabupaten. Berikut 
bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh petugas dinas sosial 
kabupaten jember dalam mengatasi anak terlantar: 
a. Proses pembinaan oleh Dinas Sosial  
Dimana pembinaan disini dilakukan oleh pihak dinas sosial 
dengan banyak cara, dengan mengirim anak tersebut kepada lembaga 
perlindungan anak sesuai dengan permasalahan mereka. Pembinaan 
disini dilakukan di dinas sosial dan dilakukan di setiap lembaga 
perlindungan anak masing-masing. Dimana disini bekerjasama dengan 
kemenag. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ummah: 
“Untuk pembinaan dan pelatihan disini berbagai macam, 
pembinaan dan pelatihan sesuai dengan keadaan mereka. Kita 
pernah melakukan pembinaan dan pelatihan berupa pelatihan las 




Hal yang sama dituturkan oleh Bpk. Marzuki selaku pengasuh 
anak terlantar di lembaga perlindungan anak di Jember : 
“Anak-anak disini kita bina dalam segi apa saja, terutama untuk 
masalah agama, dan pembinaan lainnya yang membuat mereka 
tumbuh kembang seperti anak lainnya. Disini juga pernah 
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mengirim anak terlantar ke luar kota untuk pembinaan khusus 
anak terlantar. Tetapi saat ini kami tidak perlu mengirim mereka 





Pada dasarnya Petugas dinas sosial adalah menangani para anak 
terlantar yang ada di Jember, seperti termuat dalam Peraturan daerah 
Nomor 8 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan masalah kesejahteraan 
sosial pada pasal 15 ayat 1. Lanjut dengan Alfian ashari sebagai anak 
terlantar di Jember yang masih dalam perlindungan anak terlantar: 
“Saya terlahir di Jember tidak tahu akan keluarga saya, saya di 
bawa oleh pihak dinas sosial dan membawa saya ke tempat ini, 
umur saya ketika itu masih 5 tahun. Semenjak saya disini saya 
mendapat bimbingan dan pelatihan yang membuat saya benar-
benar itu keluarga saya. Saya pernah mendapat pembinaan terkait 





Dan juga dirasakan oleh salah satu anak terlantar lainnya, Siti Nur 
aini anak terlantar yang mempunyai kekurangan pada kakinya:  
“Saya awalnya tinggal dijalanan karena memang keluarga saya 
tidak tau ada dimana, kemudian pihak dinas sosial menemukan 
saya saat saya minta-minta di jalan, mereka membawa saya ke 
tempat LKSA, disana saya mendapat perlindungan yang sangat 
baik, mereka benar-benar melakukan apapun demi hak anak yang 
ada di Jember, perkembangan saya juga disini saya bisa sekolah 





Pembinaan dan pelatihan yang diberikan oleh dinas sosial 
memang sangat dijalankan dengan baik sesuai peraturan daerah yang 
menjadi acuan mereka. Karena kesejahteraan sosial adalah suatu 
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capaian semua pemerintah agar daerahnya sejahtera khususnya dengan 
anak yang wajib mendapat perlindungan oleh Negara.  
Adapun pembinaan dan pelatihan disini dalam bidang 
keagamaan. Sangat penting bagi mereka yang awalnya hidup tanpa 
bimbingan apalagi soal agama, disini mereka mendapat bimbingan 
mental dan keagamaan sesuai keyakinan mereka. Kegiatan agama 
mereka layaknya santri dan satriwati di dalam pesantren, mereka setiap 
LKSA membuat jadwal kegiatan agama yang wajib mereka patuhi. 
Yang membuat mereka terbiasa dan menjadi layaknya anak-anak 
lainnya di luar sana. Pemaparan yang dikatakan oleh salah satu pihak 
pengasuh anak terlantar, Mbak icha : 
“Untuk bimbingan secara agama disini kami membuat jadwal 
layaknya anak santri yang ada di pesantren, untuk sekolah dia 
disini di luar menurut mereka baik mereka sendiri yang 
memilihnya, jadi untuk kegiatan agama disini kami tidak 




Masalah bimbingan agama disini, bukan semua mereka meyakini 
agama islam saja, Karena ada salah satu pengasuh mereka yang 
beragama Kristen. Bagi LKSA yang satu ini memang anak-anaknya 
mayoritas beragama Kristen. Dan mereka juga mendapat bimbingan 
agama sesuai apa yang di ajarkan oleh pengasuhnya.  
b. Memberikan Bantuan sosial khusus  
Bantuan sosial khusus yang dilakukan oleh dinas sosial disini 
berupa bantuan pangan, sandang dll yang dikirimkan langsung ke 
                                                 
48
 Icha, wawancara, jember 17 juli 2020 
digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id
 62 
LKSA masing-masing. Dan adapun bantuan sosial khusus lainnya ialah 
pihak dinas sosial disini mempunyai sistem jemput bola. Artinya 
dimana mereka mengetahui adanya anak terlantar ada 2 cara yang 
pertama mendapat laporan dari masyarakat dan yang kedua ialah pihak 
dinas sosial dan pengasuh mencari ke tempat-tempat yang memang 
sulit di jangkau oleh pemeritah. Macam-macam dari anak terlantar 
disini banyak, mereka yang kurang kasih sayang keluarga, masalah 
ekonomi dll. Ditegaskan oleh Ibu jhainik :  
“Sistem jemput bola disini kami mencari anak-anak tersebut 
biasanya di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau, kami 
disana melakukan assignment terhadap mereka, jika mereka 
masih mempunyai orang tua tetapi mereka mempunyai masalah 
ekonomi, kami disini menjadwalkan bimbingan kepada mereka di 
tempat tersebut. Dan jika mereka benar-benar tidak mempunyai 
keluarga sama sekali, kami menulusuri terlebih dahulu adakah 





Adapun juga paparan dari salah satu pengasuh LKSA, Sister 
agustin maria:  
“Tidak mudah mbak jika kita melakukan penjemputan bola, 
banyak kendala yang kami hadapi, seperti jadwal yang harus kita 
bagi jika pembinaan dilakukan ditempatnya, tidak setiap saat kita 
melakukannya, karena kita juga disini mempunyai anak asuh 
yang memang jadwal tiap hari kita bimbing. Karena memang 
anak adalah harta yang paling berharga apapun tantangan kita 
tetap kita nomo rsatukan mereka.”
50
 
Pihak dinas sosial tidak hanya sendiri, mereka melakukannya 
dengan lembaga perlindungan anak yang ada di Jember.  
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c. Melakukan Reunifikasi keluarga  
Reunifikasi ini dilakukan oleh dinas sosial dengan pihak orang 
tua anak terlantar untuk melakukan bimbingan terhadap mereka 
bagaiamana cara melakukan pembinaan dan perlindungan yang baik 
untuk perkembangan mereka. Biasanya dilakukan setiap kegiatan 
tahunan. Dilakukan di dinas sosial atau tempat lainnya. Ditegaskan oleh 
Bpk. Abdullah sebagai relawan dinas sosial: 
“Kegiatan ini didalamnya mengenai bimbingan terhadap orang 
tua bagaimana caranya membimbing anak dengan baik, dimana 




Dipaparkan juga oleh Ibu Yulia pihak dinas sosial di bidang 
penanganan anak: 
“Kegiatan ini tidak sering kali kita adakan, karena memang 
permasalahan bukan hanya untuk anak saja, masih banyak PMKS 
yang kami tangani. Dalam kegiatan ini biasanya kita juga 
hadirkan anak terlantar yang bersangkutan, bukan hanya orang tua 
atau pengasuhnya. Kegiatan yang memang rutin kita lakukan 
setiap tahun sekali. Kita lakukan seperti quis, game untuk anak. 




Selain pengawas dalam peraturan daerah, juga membuat kegiatan 
yang memang tanggung jawab pihak dinas. Tidak salah jika kota ini 
memang mendapat julukan kota peduli HAM. Dengan adanya sebuah 
peraturan dan penerapan yang sangat memuaskan kota ini terhindar dari 
adanya penelantaran seorang anak yang memang wajib kita lindungi.  
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C. Pembahasan Temuan  
Setelah penyajian data dan analisis data, selanjutnya akan dikemukakan 
temuan-temuan penelitian dilapangan yang dilaksanakan selama penelitian 
berlangsung berdasarkan focus penelitian yang telah dirumuskan dalam 
penelitian ini. Adapun rincian dari hasil penelitian sebagai berikut: 
1. Implementasi UUD 1945 pasal 34 ayat 1 mengenai perlindungan 
hukum terhadap anak terlantar di Kabupaten Jember.  
Perlu di ketahui bahwa pada pasal 34 ayat 1 UUD 1945 yang 
berbunyi : Fakir miskin dan anak terlantar dilindungi oleh Negara. Untuk 
melaksanakan tanggung jawab Negara sebagaimana dimaksud tersebut, 
diperlukan kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada anak 
terlantar secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Banyak yang 
diperlukan untuk mengubah lingkungan pemerintahan. Selain mengubah 
pikiran para sumber daya manusia yang berbeda pada setiap oragnisasi, 
perangkat hukum atau standar-standar kerja juga sebagai cara mendorong 
perubahan pola pikir yang meliputi standar- standar perencanaan, standar - 
standar pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian. Sesuai dengan data 
yang saya peroleh dari pihak dinsos bahwa amanah yang disampaikan pada 
UUD 1945 pasal 34 ayat 1 itu, Kabupaten Jember telah membentuk 
peraturan daerah Nomor 8 tahun 2015 tentang penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial kabupaten jember. Dimana terdapat latar belakang 
pembentukan peraturan daerah tersebut dikarenakan Meningkatnya potensi 
dan jumlah PMKS di Kabupaten Jember, Masih rendahnya partisipasi 
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masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan PMKS, Rendahnya 
sinergitas program antar dinas/instansi terkait dalam penanganan PMKS, 
Belum adanya regulasi yang jelas terkait operasional dan teknis 
penanganan PMKS. 
Dengan adanya sebuah peraturan daerah Nomor 8 tahun 2015 ini 
pihak dinas sosial telah menampung anak terlantar dengan adanya LKSA 
yang ada di Jember. Adapun LKSA yang telah terdaftar dalam dinas sosial 
terdapat 65 lembaga.   
Adapun upaya perlindungan khususnya anak terlantar yang menjadi 
tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten Jember yang telah diamanatkan 
oleh UUD 1945 pasal 34 ayat 1 dan di implementasikan pada peraturan 
daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan masalah 
kesejahteraan sosial pada pasal 15 ayat 1 bahwa: bagi anak yang tidak 
terpenuhi hak-haknya dari orang tua atau keluarga, berhak mendapat 
pelayanan kesejahteraan sosial dari pemerintahan kabupaten. Berikut 
bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh petugas dinas sosial 
kabupaten jember dalam mengatasi anak terlantar: 
a. Melakukan Pembinaan oleh Dinas Sosial  
Dimana pembinaan disini dilakukan oleh pihak dinas sosial 
dengan banyak cara, dengan mengirim anak tersebut kepada lembaga 
perlindungan anak sesuai dengan permasalahan mereka. Pembinaan dan 
pelatihan disini dilakukan di dinas sosial dan dilakukan di setiap 
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lembaga perlindungan anak masing-masing. Adapun pembinaan disini 
diantaranya : 
1) Mengirim anak terlantar di luar kota untuk pendidikan Dalam hal 
ini, pihak dinas sosial dan pengasuh tidak hanya mendidik mereka 
di Jember saja, tetapi juga mengirim mereka ke luar kota unutk 
mendapat pendidikan khusus anak terlantar.  
2) Pelatihan otomotif & las  
Pelatihan otomotif dan las ini dilakukan oleh setiap anak, dimana 
pelatihan ini untuk keterampilan mereka kedepannya. Karena setiap 
anak mempunyai kemampuan masing-masing. Pihak dinas sosial 
juga telah menyediakan alat-alat untuk pelatihan mereka.  
3) Bimbingan agama dan mental  
Bimbingan dalam bidang agama ini seperti yang dilakukan oleh 
pesantren-pesantren layaknya. Mereka diberi jadwal untuk 
melakukan kegiatan agama sehari-harinya. 
b. Bantuan sosial khusus  
Bantuan sosial khusus yang dilakukan oleh dinas sosial disini 
berupa bantuan pangan, sandang dll yang dikirimkan langsung ke 
LKSA masing-masing. Dan adapun bantuan sosial khusus lainnya ialah 
pihak dinas sosial disini mempunyai sistem jemput bola. Artinya 
dimana mereka mengetahui adanya anak terlantar ada 2 cara yang 
pertama mendapat laporan dari masyarakat adanya anak terlantar di 
sekita daerah Jember, dan yang kedua ialah pihak dinas sosial dan 
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pengasuh mencari ke tempat-tempat yang memang sulit di jangkau oleh 
pemerintah. 
c. Reunifikasi keluarga  
Reunifikasi ini dilakukan oleh dinas sosial dengan pihak orang 
tua anak terlantar untuk melakukan bimbingan terhadap mereka 
bagaiamana cara melakukan pembinaan dan perlindungan yang baik 
untuk perkembangan mereka. Kegiatan ini didalamnya berupa arahan 
terhadap orang tua tentang mengasuh anak sebaik mungkin, dan kuis-





A. Kesimpulan  
Setelah melakukan analisa terhadap data yang diperoleh dari lapangan 
tentang perlindungan hukum terhadap anak terlantar perspektif UUD 1945 
pasal 34 ayat 1 studi kasus Dinas Sosial Kabuputen Jember, maka diperoleh 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Implementasi UUD 1945 terhadap anak terlantar di Kabupaten Jember, 
telah diterapkan dengan adanya peraturan daerah yang dibuat oleh Jember 
dengan nomor 8 tahun 2015 tentang penyelenggaraan masalah 
kesejahteraan sosial. Dengan adanya peraturan tersebut pihak dinas sosial 
mewujudkan dengan adanya rumah singgah atau disebut dengan LKSA 
yang berjumlah 65 LKSA di kalangan Jember.  
Perlindungan hukum terhadap anak terlantar di Kabupaten Jember yang 
notabennya Jember kota peduli HAM telah melakukan perlindungan 
sebagai berikut: 
a. Melakukan Pembinaan oleh Dinas Sosial  
1) Mengirim anak terlantar di luar kota untuk pendidikan 
2) Pelatihan otomotif & las  




b. Bantuan sosial khusus  
Bantuan sosial khusus yang dilakukan oleh dinas sosial disini 
berupa bantuan pangan, sandang dll yang dikirimkan langsung ke 
LKSA masing-masing. 
c. Reunifikasi keluarga  
Reunifikasi ini dilakukan oleh dinas sosial dengan pihak orang 
tua anak terlantar untuk melakukan bimbingan terhadap mereka 
bagaiamana cara melakukan pembinaan dan perlindungan yang baik 
untuk perkembangan mereka. 
B. Saran-saran  
Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul perlindungan hukum 
terhadap anak terlantar perspektif UUD 1945 pasal 34 ayat 1 studi kasus Dinas 
Sosial Kabupaten Jember, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah: 
1. Dinas sosial Kabupaten Jember  
Untuk dinas sosial lebih menambah kegiatan dan penanganan 
terhadap anak terlantar di Jember. Dan lebih progresif dalam 
penanganannya. Kemudian lebih memperhatikan adanya anak terlantar 
yang belum mendapat penanganan oleh pemerintah. 
2. Anak terlantar 
Untuk anak-anak ini harus memanfaatkan segala fasilitas yang 
diberikan agar perkembangannya lebih membawa kebaikan yang membuat 
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I urundang-undangi4n yqn I berlal,nr;
e. ilengkoordinaoian peny lsunan dan pengumpulan
pedanjian kinerja linelrup, linas;
f, penyiapan hhan monitor mg, waluasi diin pe,gbndatian





(l ) ,Sub Bagian Keuangan, mettrf,unyai hrgps rrrengkoord.inasikan
pen gelolaan arrggaran dinas, pengadminisfa s i an dan pelalrcran
keurrngan serta melakeanal€n tugae lai:r l,ang diberikan oleh
Sekretaris.
(2) untuk melaksanakan tugas sebagEimaru diniaksud pada ayat
(1), Sub Bagian Keuangan mempun5rai frpgsi :
penyiapan balran dan pengkoondinasian penJrusunan
rencana anggaran da-n rencana pcrubahan anggaran
pelakganaan pcngelolaan anggpxan lrt anja lalgsung,
belanja tidak iangsung;'
pengkoordinasisn pelaksanaa;r input clna pada system
i nformasi keuang;an daorah ;
pen gkoord inasian pcnatausahaan keuan q r,L n ;
pelaksanaan verifikaei harian atas p€.rlanggungiawaban
ker:angarr;
pelaksanaan verifikasi kelengkapi, , administrasi
pe' min taan pembayarax ;
penyiapan batren dan pengkoordinagian r ekonsilisadi aata
keuangan sccara periodik dengan BpIfiD;
penfiapan bahan monitp:ing realisasi lrenerirnaan dan
pengeluaran;









































Sub Bagia;: Umum dan Kepegawaian, r,,r( mpunyai hrgae
'melaksanakan pelayanan administrasi i,erkantoran aln
kerumahtanggasn dinas, pe4gelolaan as"ret Dinas,
Kepegawaian, Pengumpulan Dotuiien serra melaksanaloan
tugas-tugae lain yang dibedka;r":;,!ii, Spkretarie.
Untr:k melakeanakan tugas srrbqgaimana dirnaksucl pada ayat
























d.1〕 (lylapan bahan telaahan(lan pehyanan infonna鋭
;
c,pぃyiapan dan「n廓∞rim岬iギl penyusunan
Jabatan dilingkung`ul ai島 |五〔    ,'111JF:||じ ′
f. penyusunan rencana kebr rtuhqn ;,hhrang darr
pr rneliharaan bararrg;
g. pela5,anan adminigtraei iar-l pelahsanaan pengadagn,
pemeliharaan dan pndisk busian pemlatan/perlengfuapsn
kantor ;
h, penatausahaan, pengarrunan dan perlindungan
r・  pengusulan seluruh
penyelen“anann talta
j:  penyusunan lapom
tugas.
Sub


















f. Bidang Sarana Prasarana dan $umber f)u1,;1 }(esejahteraan
Sosial, mernbau,ahi :
l. $el<si Sarana Prasarana Keeejahteraan Sosial;
2, Sel<s. Gerakan Cinta Dhuafa, Kesetiakwanan Sosial,
Kepahlawanarr dan Keperintisan; dan
3. Sel<si Potensi dan Sumber Kesejahteraan tiosial (PSKS).
g. UPTD; oan
h. Kelonpok Jaba'"an Fungsiona.l
(2) SekreLa:'iat dipirnpin oleh gekretaris yang berat a dibawah dan
bertanggurrgiawa.b kepada Kopala Di ras.
(3) Bidang dipimpin oieh Kepala Bidrrng yang berada dibawatr darr
bertanggun qiawab kepada Kepala Dirras.
('1) sub Bagia' dipimpin oleh Kepala sub Bagian yarrg berada dibawah
dan berte nlipngjawab kepada Sekrearis.
(5) Seksi dipirrrpin oleh Kepala Sek ri yang berada dibawal.. dan
bertanggu rr 
1 
j awab kepada Kepala Bir tang.
EAB In




(1) Sikrelariat mempunyai tugas mempunyai tugas
merencanakan, melakearlak{ n, oengkoordinasikarr darr
mengendalikan kegietarr adminietrati umum, kepegawaian,
perencanaan pelaporarr da:e keuangBn serta lugas lain yang
diberikan oleh Kepala Dinas .
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat( 1 ), Sekretariat mempunyai fungsi:
a. penyiapan perumugan kebijakan operasionai tugas dan
d rkungan administrasi umun, kepegawainn, perencanaan
dan Keuangan (i lingliungan Dqas;
b, pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan
. administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelapqran
dan Keuangan di lirrglungan Dinas
tugas lan dukungan
raan pelaporanadminietrasi umum,
' dan Keuangan di
d. pengkoorclinasiarr pcngelolaan barang nrilik daerah dan
barang milik negara yang menjedi_ tangqungiawab Dinas;
dan










(ll Drnas nr, r ,tpakan unsur pelaksana urusan *
Bidang Soriial.
(ll I.-lirras clipimpin oleh I(epa.la Dinas yang berke<l
rlar-, bertar,ggun&jawab kepada Bupati melalui Sef.
(.]) Dinas st lr,rgainrana dimakiud paca ayat (1) nl
rnelaks,al ,iil<an urusan pemerintahirn yang ment
craerah, dr I iidang Sosial.
(4) Dinas ciiilirm melaksanakan tugas sebagaimana
ayat (3) nrr,,.yelerrggarakan fungsi :
a, perLlmu Ln kebijakan daerah di b:dang sosial;
b. pelaks,r ,18.r! kebijakan daerah di lridang sosiai;
c pelai<s , rlr"r evaluasi dan pelapor,rn daerah cji I
r . pelakr,;rr i,rn administrasi dinas b:Cang sosial; cl
e pelaksrrrr,,.rn fungsi lajn yang tlibenkan,:le)












[1) Sus; ]nan orl,anisasi Dinas terdiri ata I :
a lrcpala | )inas;;
ir Sr:kret:rrriit, memba,,r,ahi :
l. Sub ltirgian Umum dan Kepegar,.aian;
2. Sul. Bagian Perencanaan dan prlaporan; dan
3. Sr-rb ["Jlrgian Keuangan.
c. I3iclang l:)enyandang Masarah Ke lejahteraan i iral Anak dan
Yatinr [)ii,rtu, mem]rarvahi:
l. Sei<si l,ela.yanan dan Rehabilitasi Sosial Anak;
2. Seksj [)ela.\,anan dan Rehabilitasi Sosiai yarim , ratu; dan
3 Seksi l)anti Asuhan dan Lembaga Kesejahtera, , Sosial.
rl . lliriang [)en-r,anclarrg Masalah Kesrrjahteraan S<: ,r] I-anjut Usra.
li'al<ir Mrsk:n dan Korbal Bencana, membawahi
I . sekci Pelavanan dan Rehabilitasi sosial Lanjul rJsia;
2. sel<si Pelal'anan dan Rehabilitasi sosial Farir r'riskin; darr
3. seksi l)ela1'anan clan Rehabilitasi Sosial Korbai, LJencana.
e, Bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan So al pererr.puan
clan Difabel, membarvahi:
'1. seksi Pelayanan dan Rehabir.itasi sosiar pereml) ran;
2. Seksi Pela.vanarr cran Rehabilitasi sosial Disabrrras ; dan
3.sei<si Pelaksanaan dan Rehabiritasi v/arga r .aan, Korban
Napza cian Iuna \\risma,
digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id
8
b. persir .an bahan penyueunan cedoman, per ,iapan bahan dqn
pela l<, i,naan kegiatan, pemb :rian bimbinl iin telaris serta
penljir,\r rsalr pelaksanaan kegia mn pelayana:r $osial anak
terlsrn r ar, pelayanan dar-r rehabj Iitasi sqsial ahak
ber radapan dengan hukunr, qnak yan g
pgriindungen khusus, anak jdanan, anak n;i).aI, anak korban
tindal: kekeraaan; dqn
penyr sunan laporan ;rrtanglungiawaban atas pelaksanaan
ttt gal;.
Pangaf 2
Sskol Polayanan dan {ohabllir:arl gorlal yatim piatu
Parsl 1o
(1) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial yatjm t,iatu mempunyai
tugas:
a. melaksanakan verifikasi dm va tidaai pendata,, yatirn piatu;
b. menyiapkln bahan penyusunan peaomarr, ,r,,.'yi.pk,n baha,dan melaksanakan kegiatan, memberikan r:imbingan telolis
serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, da, peraporan
pelaksq.naan kegiatan Feiayaniu {sn rehabilitasi sosial yatim
pigtu yang berada d luaryayaranllem,baga;
c. menyusun laporan pertansgungiaqraban,, alas pelake8D88n
tugas; dan
c
d' melaksanakan tugas rain yang diberir€n oleh liqqara Bidang.(2) untuk melaksanakan tugas scbagaima,a dimaksL;i"a".v"i trr,seksi Pelayanan dan Rehabitttaai sooial yatrm [,itu mempunyai
fungsi:
a., pelaksanaan verifikasi dan validaei pendatrran ) atim piatu;
b, pel,aksanaan persiapan bahan pur,yu*,,,r* pedoman,Persiapan bahan dan grctaksanaan 'kegiatan:
pemberian timbingan tebris scrta xilaksariaan perngntauan,
evqluasi, dan pelaporan pelaksanaan keglatqrr pelayanan danrehabilitasi sosial yatim piahr yang i,.:rada- di luar
yayasan,/lembaga; dan
c. pen.yusunan laporan pertanggungiawaban iiras pela.ksanaan
tugas.
Pangraf 3
Ss.krl Penti Aruhn- dqS,I.orrgr Kepjahtera,nn Sorbf
PusI 11 :iil,,
,.'ih,

















Bidang penyrandang vnaaFh KoroJabteraarr Soshl Agak
dra Yrttn Plrhr
Prral 8
(l)Bidang P,:,yandang Masatatr Keseja[teraan sosia] inak darr yatim
P:atu, menrpunyai tugas merumue}ffn dqpggrelal<sar akan pelayssarl
,ff JffIl]itr:*?Hffifr, f uis,?**, "* 
-J*'6ffiM
(2) untul: mel;rksarrakan tugge sebaga Eana dimaksrrd pada ayat (r),
?:dang. 
P?lrvandang Masalnh Kesojeht€raaririsosiar Anak dan yatim
Piatu nlerx, rrnyai fungsi: i
pelakr,ar.- an kebijakan tehds, pc
bimb;ng;rn teknis, pelakaanar
pengi wagan penyelengga;agrr pe
anak teFlant=,mak“ rhaねp`
ml〕 meri‖ k敏l perlindungan‖ lus
anak  10rban  tindak kekeFa,SIE
terlantar,dan yaunl piatu;dan
b. penyusunan laporan perta,ggungiawaban aras peleFsanaan
t'tgas,
θ
n dengen hukllェ n, anakン
1111颯F
tS,額よ jalam,額よ n磐騨:
・   ・ におさ1幾患鮭」に1、
|:
n, penanganan anak l餞騒風慰.
Peragraf 1
SeLrl Pclayrnau dru Rchrbltttrrt gortal Asah
PuBl 9
(l ) Seksi Pelayanan dan Rehabilitaei So,tia] Anak, merrrpunyai ttrgas:a' melaksa.nal<an verifikasi den raudagi pendarrun anak baiita
terla:rtsr, anak berhadapan denga4 hukum, anak yang
memeriukan periindungan khu sus,rqnak jalarr an, anak nakal,
anak korban tinrtak kekerasan;
b. menyiapkan bahan penyusunan pdiman, menyiapkan bahan
dan rnelaksanaka, kegiatan, memberikan bimbingan teknis
serta. mengawasi peial<eafraan kegiatsn pelayanan sosiq.l anakbalita terlantar, pclayarr.an aan;f,rbhabiUtEsl sodal an&
terlantar, anak berhadapan deng;an,i hukum. anak ,rrumemerlukan perlindnngan khusug, EnEk jalanrur, ana]r nakal,
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.Sbヒ81P● |いyana■ dan R●聰ii出劇じ1鮨田重'81“ュニLanJut u18彙
a, melakaanakan verifikasi dan velidasi":pendalaen lanjut uxlr-,
dan. lanjut usja terlqntar;
b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman, nluryiapkan baharr
dan rneiaksanakan kegiatan, :rnemberikan rrrrnbingan teknis
serta mengawasi peral<ea'arn kegiatan preraya.nan darr
rehabilitasi sasial para larrjut us,ia; dsn
c, mele kganakan tugae-tugas lai:: yang diberik; n oleh (epala
Bicia n g.
(.1) Untuk rnelaksanakan tugas sebag;dlllane dirnal<sud pada ayat (
SekSi PClayanan dan Rchabilitasi s08鮨燿:'Ianjut Usia,
10
fungsi
a, pelal(1,〕 naan vedikasi dan va五 (lasi pendataa r lanjut ueia dan
lanjr r , siaterlantar;
b, pen,urr,,lnan bahan pcdoman, penyinparr baha, da'
pelahsi, r raan kegiatan, membe, ikan biml>ingan teknis qpr$+
mer.ga\rasi pelaksanaan keglat rn pelayanan cJan rehabilitii
sosial para lanjut usia dan tanju c usia terhnLr.: dan
c, I'enyu'').rnan laporan pertanggur gjawaban atas pelaksanaan
tugas
Peregra f2
sekr! Pclayrnen dan Rrhrbil itrd sortal Fakir flrkin
Pual 1.4
(1)Seksi  Pelayanan  dan
Fnempu nyal tugaS:
Rchabtttasi sOsid FaHr lMisHn,
a, melaksanakan verifikagi dan vari,rasi pendataarr fakjr miskin;
b. menyusun bahan pedo44n, 
ry,F,fiP,p. k Ji bahan dan
melaksanalcan kegiatan, meitber-ikari.ffiuingan teknis scrta
mengawasi pelaksanaan ked'ltan edi;o., 1t* rehabilitasi
sosial fakir miskin;
c, membe rdayakan, rnendampingi

















a, pelaksanaan verifikaai dan fal<ir misldn;












.¬ 燿'                                                           11 
・ 1ヽ11〆 P,・1躍b・ penyuSunan bttm pedOmm, pm力
叩an bahan 硼雌r.増1躙Y
pelaksanaan keglatan,pemb ttan bh.bingan teknis setta
m(ngaWaSi pelakSan■ul ke」atam pehy=la1l dan】 ℃hab灘tasi
SOSial faldr miSkiFl;
C'pen｀ berdayaan,pendamph勝 Ln"rぬ L8ib颯 Si kCbutuhan領 )Sial
ek° n°mi fakir miSkin dengan penguatan I'10gram Keluarga
Ha・apan mel」 ui pengembangaJt u田 山a ekononli prOdu賦if;dan
d,penyusunan laporan perttang8ungawaban atas pelaksanaan
tuga「 ,
Prn3nf 3






dam Rchab‖tad sOsial K(l.rban Benc"la,
verilikasi dan va.lidasi peniiataan korban
b. menyusun bahan pedoman, menyueun pehkeanaan kqrc,ffi,
mernberikan bimbinggn teknis, meglanta, pelaksanaan,
mengendalikan serta mengfuoordinasi]ran ricr:ga.n unit-unit
atau instansi terkait dalam pelayanan dau r.r,habilitasi sosial
korban bencana; dan
b. melaksanakan tugas-tugas lair' yang diberil,rarn oleh lepala
Bidang.
(2) untuk melaksanakan tugas sebagrdmana dinrakr;rd pada ayat (1),
Seksi Pelayanan dan p,ehabilitrei Sosial Ko.ban Bencana,
mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan verifikasi dan validasi pencl etaan korban
bencirna;
b. penyusrunan bahan podoaart, pen5ruounan peraksanaan
kegiat n, pemberian birnbirg;an ": .tekris pemantauaa.:. ..
penge irlalian, serta pelak$uirrn.t*Hin 
"i 
,lengar, il;-ffiri: r'1' r1\91
dan ari u instansi terkait daiam pelayalan clan rehabilitasi
sosi.rl I orban bencana; dan
c, pen.vusrnan laporan pertanggr ngiawaba:r atae Pelakuasfnplhrryltuga'J' 
"o,g1""il*il'
Brghn Kco aprt
Btdaag Prnyendrng M'.*Ieb sorotrhtoner rtorrar porcmpren
山颯 D題Lヽ●1
P田口己16 1́牌:
(l) Bidairg Penyandang Manarah Kescjal
Difabel, mempunyai tugas merul
kebiiakan teknis bidang puny*ffig












(2) Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimakst,rl pada ayat (1|'
Bidang Perr5,andang Masalah Kesejahteraan Sosial 
perempuan dan
Di lahel me rnpunyai iungsi:
a. pelaksarraan kebijakzur teknis, penyusUrafl p€r1 rnan, pemberian
binrbingan telcnis, pelaksalzurn koordine,:, teknis serta
penga,vaEan penyelcnggaraan peiayanan sosial Jan rehabiutasi
sosial perempuan dan difabel; da: t




9cl:rl Pel-yanan dsn B.hsbl[tart 8o.fd Perenrpuen
Farel :7
11) Seksi Pelilanan dan Rehabilitaei Sosiai Pereml:rtan mepPunyai
tugas:
a, melaklranakan verifrkasi dan vatidasi pendataarl wanita rawan
sosial , konomi;
b mel'yrrrpkan bahan penyqgul Art Fcdoman, rnelakSanakart
keg.iatan, memberikan bim:ingan teknis, mengarasi
pelaksanaan kegiatan pelayansn dan rehabilirasi sosial bagi
wanita I atvan sosial ekonomi; da n
c. milaksanakan tugas-tugas lairr yang diberikirn oleh Kepaia
Hldang.
(2) U:rtu,k melaksanakan tugas s€bagaimana dimaksr:d pada ayat (1),
Seksi l)elayanan dan Rehabilitasi SOsial Peremlrttar. mempunyai
fungsi:
a. pelaksanaan verifrkasi dan val.dasi pendatarrrr wanita rawan
8osial ekonomi; ,:
b. pelakeanaan persiapur bat'an perryus.rnan pedouan,
pelaksanakan kegiatAn, pemberian birabingrtn teloris, dart
p-engawasa:n pelakssnaal kegatall pclayman dal rehabilitasi
sosial bagi waniLa rau/an soEial ekonomi; dart





s€Lrt Pclayrurn drn R.tqfbtlltrd $glhl Dl rrbilttu-;;ff; ,r'ff- ,nd
{' ) Seksi Pengelolaan Pelayanan dan Rehabittasi Sir,rriial Disabilitas,
mempunyai tugas:
a. melaksanakan verifikasi dan validtgi irendataan para
penyandang disabilitas figik, *"ttall' Eensrtt ik, intelekhral,





つ2   ' ■ |.|
:          i   l燎
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b.meniyiapkan bahan penyusutta]
keglatan,  membe」銀n 'も in teknis,
pelaksanaan kegiatan, menger dalikan pelaksamaqn kqiiietan,
rn'engirrordinasikan dengan un:t dan atau instansi lain trkait
pelak ranaan kegiatan pelaye nan dan rehabi[tasi sosial
pe:ryandang disabilitas .[eik, mental, sensorik, intelektual,
disabilitas ganda dan bekas pcn lerita penyakit luonis; dan
c. melaksunal€n tugas lain yang c iberiksn oleh Kepala Bidang.
(2t Urrtuk melaksanal<an tugas scbagejnaii dinskgud pada ayat (1),
Seksi Peiayanan dan Rchabilitaei Soeial Disabilitas meapunyai
fungsi :
a. pelaksanaan veriiikas! dan validasi lrcnciatasn para
penyandang disabilitas fisik, mental, sensr:rik, intelelctuaJ,
disabilitas ganda cian bekae pcnleriflt*ryakiI honie;
b. pelaksanaan persiapan bahan p€nyusltiran pedoman,
persiapan bahan dan pelalsanaan keglatan, pemberian
bimbingan teknie, pemantauan pelaksarraan kegiatan,
pengeodaiian Wlakganaan kegiatan, pelaksanaan koordiua$
dengan unit dan atau i:rstanai lein terkait pelakeagaarr
kegiatan pelayanan dan rehabilitasi eosial digatrilitas fisik,
rnental, seneorik, intelektual, dieabilitas gr,irrda dan bekas
penderita penyakit kronis; dan




Sokri Polayanan dru Rohrb[ltrrf Eodrl Wurge !hrr?,
Korbaa ilepze drn Tunr Wlrae
Paral 19
11) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Soaial Warga liinaan, Korban
flap?a darr Tuna Wisma mempuilyai tugas:
a. melaksanal<an verifikasi dan validasi pendatarrl warga binaan
sosial, korban napT* dan tuna rviarna;
b, menyusun pedomal:, menyiapkar bahan pelal<r;anaan kegiatan,
memlrerikan bimbingal teknls, .
kegiaran pelayarran dan rehat
binaan eosial, korban Napza dan









sosial',' irgB binaarr eosial,













, l,-r :t .






Bidang E;rrant Preraram drn 6um ru DrF BoroJrthtcrnnn Sotlhllr
P■8=120
(1) Bidang Sr.rana Prasarana dan Su'
mernpun 'ai tugas merumuqla4
teknie ibidang Eararla dan' ' ;
kesejal tt:t aan soeial serta ttrgas I
Di.nas.
Kesejahteraan Soetai
(2) Untuk mt laksanakfir tugag'scffi;
Bidarrr $srana Prasarana dan Su:
menipunyai fungsi :
a. pelaksanaan kebijakgn tel nie, -,, PcnyusYnart 
podomen'
peml,erian bimbingan telirrie, petat<nanaan kmrdinasi tclcnie
sertu pengawasan Uia*rg saraoa prasarana dan sumber 
daya
keeejahteraan sosial; dan \ -
b penyusunan laporan pertar-r$xrigiawaban atas pelalsanaart
tugas
FrnSPrf 1
Sskrt garene Pn rrain 'KorrJrbtcrrrn Sodel
P8r.t 21
(1)SekSi Sarana Pra摂凛 na Ke珂由け
tan Sqsial merrr PunYai hrgrs:
a. mengkoordinaailcart dOngl諄l bidtang =爆
u unit a iau instansi 18in,
merencanakan, rnenYiaPl<art dan memenuhi kt〕 I)utuhan sarana
prasarana baJ penyandang maSala血
b. melaksanaton tugas lain YanB
11山m Ⅲb鶴曲冊‖,|





a pengkoordinaeian, perencanaaご 1,,、penコapan dan pO国
じnuhan
kebutuhan s&rana dan prasagana bagi PenYandang 66sslah
tugas.
U. penyusu,nar laporarr Pcrtsrlggun$aqppalr atirs pelalcsanaart
PsnSraf 2
Sckri GeraLa'n Clnte Durfe, Ecrct*!tsuanar
Kopahbvaann TP*'r{1!*"P.ral 22 .i,i,
t幣覇
(l seksi cerakan Cinta Du」 a,
dan Keperintisan mempunyai hrgaa:
























b. menyrrs'rn bahan pedoman, m,:nyusuri)'pQliaksrnaan kegiaq*S
nremberikan bimbingan telcr is, memantat'r pelakgapaah,
menl;endalikan serta mengkoo'dinasilqn unit 'unit dan atau
instansi terl<ait dengan kegiak n pelestanan ( an fxnanaman
nilai- riiai kepahlawanan , kel erintiearl dan kesetiakaqxanan
sociat pada generaei muda/l,sloporlmahasi$wa, gunr dart
m&s),€)'akat, memberikan lrenghaSgaarr pada perintis







rara Taman Makam Pal
la尋0
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c. melaksanakan tugas lain yang d berilert oleh Ke eala Bidang.
(2) Untuk melaksanakan tugas scbaga imana dirnaksuri pada ayat (1),
Sek-si Ger rkan Cinta Duafa, Kesett rkawan Sosial, Kepahlawanan
dan Kept lintisan mempunyai funge r :
a. per..yusunan bahan pcrumusan pelaksanaa.: kegiatan,
penfienda]ian serta pengkoordi rasibn dengan unit-unit dan
atau inslansi }ain terkait denga I kegiatan-kegiatan sosial bagi
para duafa ;
b. penyusunan bahan pedonar, pcnyusunan pelaksanau
kegiatan, pemberian bimbi rgan teknis, pemantauan
pela,xsanaan, pengendelin'l spfia pcndhggrdlrrasian unit-unit
rlan atau insta-nsi terkait deprlan. ffitan pelestariar-r dan
penspaman nilai-ni1ai tebJra#f,fti, t<e ;rcrintjsan dan
kesctiakawanan soaial rr' 'pada generasi





dan Makam Pahlawan; dan
c. penylrsunan laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaart
tugas.
Prnfnf 3
SeLrl Potsnrl deu Enrabgr l(oroJebt.r:etn l3orlal
PrgI23
(1 t Seksi Potensi $umber Keeejahteraan Sosial memp rpyai hrgnc;
a. mengindentifikasi potenai dan sumbcr keseinhteraan sosial
yang ada di masyarakat; i ,
b,menyiapkan bahan perumuss.n pcdonan dnrr pelaksenaan
kegiatap, memberikan biirbingar t"tcri"; Ber'ta memsntau
pelakea n aan pen gembangan potensi dani'Br.rmbe r kescjaht€raarr
sosial yang ada di masyarakat; daa
















b.penyiapan bahan pcrumuqan. pedclpfrn dan pelaksenaan
kegiatan, pemberian bimbin$n tckris scrta peraarrtalran
terhadap peiaksanaarr pengernbanggr potensi dan sumbcr
kesejahteraan sosial; dan





( 1) IJPTD rner upaka-rr unsur *;*rr. tr knie olrrasionat Dinas.
(2) U"TD, dipimpin oieh Kepala y;rng berada tiibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepata Dir as.
(3) UPTD merirpakan klasilileei B;
(4) Jrrmlah. Nr menklatur, Susunan Organieasi, T\"rpas dan Fungsi
IJPTD dialLl du'ngan Peraturan Bupat i,.
(i) Ketompok ,labatan Fungsional terdiri atas sejunilah tene,ge daiam
jenjang jnb: tan fungsional yang terbi gi daranl berhagai kelompok
sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) setiap kelompok dipimpin oleh seerrng tenaga fungrional senior
yang diangkat oieh Bupati.
(3) Jeni-" .jenjang dan jumlah jabatan fungsional clit.etaprran oleh








(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan 魚nJ二ya Kepala, Dinas,
Sekretaris, Kepala Bidang,Kepぬ .Sub
・










Pemerintah Daerah serta 薇 Pemerinteh Daeratr
antar、 di linJttnl夢腱
sesuai dengan tugas dan
(2) Setiap pemimpin eatuan bav7■hannlya
masing-masing d田l bila●ガad peny=ユpangan agar:nengnェ nbil
I an g),.alr- lan gkah yan g dipenuLan.
(3) Setiap pemimpin satuan m“騨軍 pmdan mengkoordinasi dnrrr membcrikan
bimbingan serta petunjuk bagi tugs bnrvairsnnys.
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(4)sctiap pemimpin sebutt OrganittSi｀ 可 ib mengkutidm mCコ 趣瞳菫i
petunjuk′ an bertanttFunttaWab p〔 da ata平口nya mashg‐masmg
Serta m「 nさ ampdkan laporan berkda tepat waよ tu.
(5)Setiap lapOran yang dite」・ma oleh pi npinan satuan orgerusasi dan
baヽVahannya WaJlb diolah dan diperf.unakan sebagal bahan un‐ tuk
pen〕 usunan laporan lebih lanJut dal untuk menlbeHkan petur」 uk
kepada bawahannya,                                  1
(6)Dalam menyampdkan laIЮ ran mε sing‐marwlg kepada ata鞭 ,
tenlbuSan lapOran Walib disaコ np:こkan pula tkepada sat■ 田n
OrganittaSi lain yang SeCaraね ngSiOnal mempunVa hubungan kela.
PaB●127
Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana terr:artum dalam









(1)Kepala E)1las rnerupakan Jabaし 翠l stuktural Escl`in II b atau
Jabahn Rrrpinan■ n〔聖,Iゝratama,
(2)Sekre綸五s)nerup戯(an Jabatan stuttt rd E∞ bn III a atau Jaba飩
Administrator,
(3) Kepala FJiclr rg rnerupakan Jabata:r stulrrhrral Esr r,.rn
JabatB.n Arlr r r nistrator,
(4) Kepala sub ttagian, Kepara seksi drn lGnala'rupl'D r



















(1) Kepala Dinas diangkat dan diherhentikan oleh Bupari dari pegawai
Negeri sipil yang memenuhi oyarat atae ueul sekretaris Daerah
resuai dengan pera turan perundang-undarrgan
(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bqglar, Kepaia seksi
diangkat dan diberhentikan oleh pupati dari pegawar Negeri Sipil
yang memenrrhr syarat atas usul Kepah Dinas melalui $ekfetaris

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 8 TAHUN 2015
T E N T A N G
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
DI KABUPATEN JEMBER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBER,
Menimbang    : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kehidupan yang layak dan
bermartabat bagi masyarakat Kabupaten Jember, perlu
penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah,
terpadu dan berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan
kualitas dan kuantitas bagi perseorangan, keluarga, kelompok dan
/atau masyarakat;
b. bahwa kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab masyarakat
dan dunia usaha kepada penyandang masalah kesejahteraan
sosial menjadi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial sehingga perlu disinergikan;
c. bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, serta Peraturan
Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah Kabupaten memiliki
kewajiban menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan
kesejahteraan sosial;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten
Jember;
Mengingat    : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan
Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
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3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan
Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3796);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir
Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang
Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun  2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4761);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5294);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraaan
Sosial;
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum
Tanggung Jawab Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial;




17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tenaga
Kerja Sosial Kecamatan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember
(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Jember Nomor 6 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten
Jember Tahun 2012 Nomor 6).
Dengan Persetujuan Bersama




Menetapkan       : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN




Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
2. Daerah adalah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Jember.
5. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual
dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan
diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
6. Masalah Sosial adalah suatu kondisi yang dirumuskan atau dinyatakan oleh
suatu entitas yang berpengaruh yang mengancam nilai-nilai suatu masyarakat
sehingga berdampak kepada sebagian besar anggota masyarakat
7. Pelayanan Sosial adalah Pelayanan yang ditujukan untuk membantu
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam mengembalikan dan
mengembangkan fungsi sosialnya
8. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan
berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat
dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga
negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial,
dan perlindungan sosial.
9. Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok,
lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
10. Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang
diberikan terhadap individu, keluarga maupun masyarakat yang membutuhkan
atau mengalami permasalahan sosial baik yang bersifat pencegahan,
pengembangan maupun rehabilitasi guna mengatasi permasalahan yang
dihadapi dan/atau memenuhi kebutuhan secara memadai sehingga mereka
mampu menjalankan fungsi sosial secara memadai.
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11. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disingkat PMKS
adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena
suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi
sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani,
rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri dan
anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek
dan/atau nenek.
13. Fungsi sosial adalah kemampuan orang perorang, keluarga dan/atau kelompok
masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sebagai makhluk individu dan sosial
sesuai dengan norma yang berlaku.
14. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disingkat PSKS
adalah segala sesuatu yang dapat digali dan didayagunakan untuk mencegah
dan menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan untuk meningkatkan
kesejahteraan sosial, baik berupa sumber daya manusia, sumber daya alam
maupun organisasi sosial.
15. Pekerja Sosial adalah Seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam
pekerjaan sosial yang diperolehnya melalui pendidikan formal atau pengalaman
praktek di bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara
resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial.
16. Pekerja Sosial Masyarakat, yang selanjutnya disingkat PSM adalah seseorang
sebagai warga masyarakat yang mempunyai jiwa pengabdian sosial, kemauan,
dan kemampuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, serta telah
mengikuti bimbingan atau pelatihan di bidang kesejahteraan sosial.
17. Tenaga Kerja Sosial Kecamatan, yang selanjutnya disingkat TKSK adalah
relawan yang direkrut oleh kementerian sosial dari unsur karang taruna dan
PSM yang ditempatkan di Kecamatan dan pembinaannya dilakukan oleh Dinas
Sosial.
18. Tenaga Penyuluh Sosial adalah merupakan tenaga penyuluh sosial yang
direkrut dari TKSK, PSM, Karang Taruna dan Tokoh Masyarakat untuk
melakukakn penyebaran informasi, komunikasi dan edukasi, baik secara lisan,
tulisan maupun peragaan kepada kelompok sasaran sehingga muncul
pemahaman yang sama, pengetahuan dan kemauan guna partisipasi sosial.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya.
20. Bantuan Sosial adalah Semua upaya yang diarahkan untuk meringankan
penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan
sosial (termasuk kondisi psikososial, dan ekonomi) serta memberdayakan
potensi yang dimiliki agar seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat
yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara
wajar
21. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk
memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar
dalam kehidupan masyarakat.
22. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan
warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga
mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
23. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan
menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
24. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat
agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
25. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, yang selanjutnya disingkat LKSA adalah
Lembaga yang menjalankan fungsi pengasuhan anak oleh keluarga dan




















Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan:
a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup
masyarakat;
b. memulihkan fungsi sosial masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian;
c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani
masalah kesejahteraan sosial;
d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha
dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan
berkelanjutan;
e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
f. meningkatkan kualitas pelayanan, manajemen dan penyelenggaraan
kesejahteraan sosial;
g. mengembangkan potensi sosial
h. mencegah terjadinya masalah sosial;
i. mencegah kerawanan sosial;
j. mendayagunakan sumber daya sosial; dan











(2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara




d. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
e. korban bencana; dan/atau
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f. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
(3) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan melalui :
a. penetapan standar operasional prosedur;
b. penerapan standar pelayanan minimum kesejahteraan sosial;
c. penyediaan dan/atau pemberian kemudahan serta sarana dan prasarana
kepada PMKS;
d. pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya sosial sesuai
perkembangan ilmu pengetahuan teknologi; dan





(1) Setiap orang berhak memperoleh perlakuan dan kesempatan yang sama dalam
kehidupan dan penghidupan yang layak dalam masyarakat.
(2) Setiap orang berkewajiban menjaga harkat dan martabat dirinya dan keluarga
sesuai kodratnya dengan memperhatikan fungsi dan peran sosialnya.
Pasal 6
(1) Bagi orang yang tidak mampu memenuhi hak-haknya dan sesuai dengan kriteria
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berhak mendapatkan pelayanan
kesejahteraan sosial dari Pemerintah Kabupaten.
(2) Pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
penyediaan:





f. kesempatan kerja atau berusaha;
g. administrasi kependudukan dan catatan sipil;
h. konsultasi dan pendampingan sosial; dan/atau
i. pelayanan sosial lainnya.
(3) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dapat dilakukan oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 7
Setiap institusi pemerintah dan swasta yang menyelenggarakan pelayanan umum
dan/atau mempekerjakan perempuan wajib menyediakan fasilitas yang memadai
bagi kepentingan perempuan.
Pasal 8
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kesejahteraan perseorangan




(1) Setiap kepala keluarga bertanggungjawab atas kesejahteraan anggota
keluarganya.
(2) Setiap anggota keluarga harus menghormati, melindungi, menegakkan hak asasi





(1) Dalam hal keluarga tidak mampu untuk memenuhi kesejahteraan anggota
keluarga dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2),
mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Kabupaten dan masyarakat.
(2) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan pemberdayaan keluarga berdasarkan
potensi dan keterampilan yang dimiliki melalui pemberdayaan usaha ekonomi
mikro dan kecil.
(3) Pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha melalui:
a. program pemberdayaan masyarakat;
b. program pinjaman modal usaha;
c. pemberian pinjaman dana bergulir; dan/atau
d. peningkatan prasarana dan sarana usaha.
Pasal 11
(1) Selain pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
keluarga berhak juga mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Kabupaten
berupa pelayanan:









j. konsultasi dan pendampingan sosial;
k. advokasi sosial; dan/atau
l. pelayanan sosial lainnya.
(2) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dapat diberikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat yang




(1) Setiap anak berhak mendapatkan pengasuhan dari orangtua dan/atau
keluarganya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.
(2) Setiap anak berhak atas pelayanan sosial untuk mengembangkan kemampuan
dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa
untuk menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
(3) Setiap anak berhak atas pemeliharaan taraf kesejahteraan anak dan
perlindungan dari lingkungan yang membahayakan dan/atau menghambat
pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
(4) Setiap anak berhak mendapatkan pertolongan pertama, bantuan, dan
perlindungan dalam keadaan membahayakan.
(5) Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari orangtua atas segala bentuk
kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, eksploitasi, dan
pelecehan seksual, serta berhak atas pengasuhan, bimbingan agama, dan
mental sosial.
Pasal 13
Setiap anak berkewajiban untuk:
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a. menghormati orangtua, wali, dan guru;
b. mencintai keluarga dan menyayangi teman;
c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.
Pasal 14
(1) Orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:
a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anaknya;
b. menumbuhkembangkan anaknya sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya;
dan
c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini.
(2) Bagi anak yang orangtuanya tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya,
atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung
jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dialihkan kepada keluarga
dan/atau orang lain, agar anak dapat terjamin tumbuh kembang anak secara
wajar dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 15
(1) Bagi anak yang tidak terpenuhi hak-haknya dari orangtua dan/atau keluarga
serta memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), berhak
mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial dari Pemerintah Kabupaten.
(2) Pelayanan kesejahteraan sosial anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi:
a. pengasuhan;
b. kesehatan dan perbaikan gizi;
c. pendidikan dan rekreasi;




h. administrasi kependudukan dan catatan sipil;
i. pemakaman;
j. bantuan hukum;dan/atau
k. perlindungan sosial khusus lainnya.
(3) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial anak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dapat dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesejahteraan anak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 16
(1) Setiap orang dilarang menelantarkan, melakukan tindak kekerasan dan/atau
eksploitasi anak.
(2) Setiap orang, pelaku usaha, atau badan hukum, dilarang mempekerjakan anak
di bawah usia kerja.
(3) Setiap orang berkewajiban memberikan laporan kepada aparat setempat, bila
mengetahui anak terlantar, tindak kekerasan dan/atau eksploitasi terhadap




(1) Setiap lanjut usia mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam kehidupan
dan penghidupan yang layak dalam masyarakat.
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(2) Dalam upaya memperoleh hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lanjut usia
memiliki tanggung jawab sosial terhadap diri sendiri, keluarganya, lingkungan,
dan masyarakat.
Pasal 18
Setiap lanjut usia potensial berkewajiban untuk :
a. membimbing dan memberikan nasehat secara arif dan bijak sesuai dengan
pengetahuan dan pengalamannya terutama di lingkungan keluarga dalam
rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya;
b. mengamalkan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan, dan
pengalaman yang dimilikinya kepada generasi penerus;dan
c. memberikan tauladan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan kepada
generasi penerus.
Pasal 19
(1) Pemerintah Kabupaten dan masyarakat memberikan kesempatan kerja bagi
lanjut usia potensial dengan memberikan peluang untuk mendayagunakan
pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan dan pengalaman yang
dimiliki pada sektor formal dan/atau non formal melalui perorangan, kelompok
atau organisasi atau instansi pemerintahan atau swasta.
(2) Selain kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan juga
kesempatan mendapatkan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan
pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman sesuai
potensi yang dimiliki, pada lembaga pendidikan dan pelatihan yang
diselenggarakan Pemerintah Kabupaten atau masyarakat.
Pasal 20
(1) Bagi lanjut usia yang tidak mampu memenuhi hak-haknya dan sesuai dengan
kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), berhak mendapatkan
pelayanan kesejahteraan sosial dari Pemerintah Kabupaten.
(2) Pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:





f. kesempatan kerja atau berusaha;
g. administrasi kependudukan dan catatan sipil;
h. pemakaman;
i. konsultasi dan pendampingan sosial;
j. advokasi sosial;
k. aksesibilitas;dan/atau
l. kemudahan dan keringanan biaya dalam mendapatkan pelayanan umum.
(3) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dapat dilakukan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
Pasal 21
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, diatur dengan Peraturan
Bupati.
Pasal 22
Setiap orang, pelaku usaha, organisasi, atau lembaga dilarang menelantarkan,
















(1) Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk :
a. memulihkan dan mengembangkan kemampuan PMKS yang mengalami
disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar; dan
b. mengembalikan keberfungsian secara fisik, mental dan sosial serta
memberikan dan meningkatkan keterampilan.




(3) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara persuasif sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, berupa ajakan, anjuran, dan bujukan dengan maksud
untuk meyakinkan seseorang agar bersedia direhabilitasi sosial.
(4) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara motivasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b, berupa dorongan, pemberian semangat, pujian, dan/atau
penghargaan agar seseorang tergerak secara sadar untuk direhabilitasi sosial.
(5) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara koersif sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c, berupa tindakan pemaksaan terhadap seseorang dalam
proses rehabilitasi sosial.
Pasal 25
Rehabilitasi sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi
kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan





d. gelandangan dan gelandangan psikotik;
e. bekas warga binaan lembaga permasyarakatan;
f. anak terlantar;
g. anak dengan kedisabilitasan;
h. lanjut usia terlantar;
i. orang dengan kedisabilitasan dan bekas penderita penyakit kronis;
j. korban penyalahgunaan napza;






(1) Pemberdayaan Sosial dimaksudkan untuk :
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a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang
mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi
kebutuhannya secara mandiri; dan
b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi
dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
(2) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
b. penggalian potensi dan sumber daya;
c. penggalian nilai-nilai dasar;
d. pemberian akses; dan/atau
e. pemberian bantuan sosial dan/atau hibah.
(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
bentuk:
a. diagnosis dan pemberian motivasi;
b. pelatihan dan keterampilan;
c. pendampingan;
d. pemberian stimulan permodalan dan peralatan;
e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
f. penguatan kelembagaan dan jejaring sosial;
g. penataan lingkungan; dan/atau
h. bimbingan lanjut.
(4) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditujukan
kepada:
a. perempuan rawan sosial ekonomi;
b. keluarga bermasalah sosial psikologis;
c. keluarga rentan; dan/atau
d. kelembagaan sosial.
(5) Pemberdayaan Sosial terhadap lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, ditujukan kepada PSKS.
(6) Pemberdayaan Sosial terhadap PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
diberikan kepada lembaga, dan/atau perseorangan, yang memiliki :
a. potensi, kemauan dan kemampuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan
sosial; dan





(1) Perlindungan sosial dimaksudkan untuk :
a. mencegah dan menangani resiko PMKS dari guncangan kerentanan sosial;
dan
b. menjamin kelangsungan hidup PMKS sesuai dengan kebutuhan dasar
minimal.
(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. advokasi sosial; dan/atau
b. bantuan hukum.
(3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada :
a. balita terlantar;
b. korban tindak kekerasan atau yang diperlakukan salah;
c. keluarga fakir miskin;
d. keluarga berumah tidak layak huni;
e. keluarga bermasalah sosial psikologis;
f. masyarakat daerah tertinggal dan terpencil;
g. korban bencana alam;
h. korban bencana sosial/pengungsi;
i. pekerja migran bermasalah sosial;
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j. anak berhadapan dengan hukum;
k. anak dengan perlindungan khusus;
l. lansia terlantar;
m. orang dengan disabilitas berat; dan




(1) Pemerintah Kabupaten berwenang memfasilitasi pelaksanaan program jaminan
sosial.
(2) Pelaksanaan program jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi.
(3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
a. tunjangan sosial;
b. asuransi kesehatan; dan






Penanggulangan kemiskinan berpedoman pada Rencana Induk Kesejahteraan
Sosial Daerah (RIKSD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Pasal 30
Penanggulangan kemiskinan ditujukan untuk:
a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta
kemampuan berusaha masyarakat miskin;
b. upaya pemberdayaan masyarakat miskin melalui kebijakan pemerintah dan
peran serta masyarakat, lembaga sosial dan dunia usaha sesuai dengan
kebutuhan masyarakat miskin; dan
c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang
memungkinkan masyarakat miskin dan rentan dapat memperoleh kesempatan
dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara
berkelanjutan.
Pasal 31
Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk:
a. penyuluhan dan bimbingan sosial / pendampingan sosial ;
b. pelayanan sosial;
c. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
d. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
e. penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;
f. penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau
g. penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.
Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Warga Miskin
Pasal 32
Setiap warga miskin berhak mendapatkan pelayanan dasar sesuai kebutuhan dan





(1) Warga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya
untuk memenuhi hak-haknya serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan
kemiskinan.
(2) Dalam memenuhi hak dasarnya warga miskin berkewajiban menaati norma,
etika dan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga




(1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggung jawab dalam
penanggulangan kemiskinan, mengupayakan terpenuhi hak warga miskin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, melaksanakan program dan kegiatan
penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.
(2) Upaya Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan
dengan kemampuan keuangan dan sumber daya yang dimiliki Pemerintah
Kabupaten.
Pasal 35
(1) Kewajiban Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
meliputi:
a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat
lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di
bidang kesejahteraan sosial;
b. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di
daerah;
c. identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial di daerah;
d. penggalian, pengembangan, pemberdayaan dan pendayagunaan potensi dan
sumber kesejahteraan sosial;
e. pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial di daerah dan/atau kerjasama
antar kabupaten/kota;
f. pelaporan pelaksanaan program bidang sosial di daerah;
g. penyediaan sarana dan prasarana sosial di daerah;
h. pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial;
i. pengusulan dan pemberian rekomendasi atas usulan penganugerahan satya
lencana kebaktian sosial;
j. pemberian penghargaan di bidang sosial di daerah;
k. pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-
nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman di daerah;
l. pembangunan, perbaikan, pemeliharaan taman makam pahlawan daerah;
m. pemberian rekomendasi atas usulan pengangkatan gelar pahlawan nasional
dan perintis kemerdekaan;
n. penanggung jawab penyelenggaraan hari pahlawan dan hari kesetiakawanan
sosial nasional tingkat daerah;
o. bantuan korban bencana di daerah;
p. pemberian izin pengumpulan uang atau barang di daerah;
q. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan undian di tingkat daerah;
r. pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik
dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar, yang berasal dari
masyarakat rentan dan tidak mampu di daerah; dan
s. penyediaan data PMKS yang telah diverifikasi dan divalidasi.
(2) Kewajiban Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara





Masyarakat, Pelaku Usaha, dan Keluarga
Pasal 36
(1) Masyarakat dan pelaku usaha atau dunia usaha berkewajiban dalam
penanggulangan kemiskinan, turut serta bertanggung jawab terhadap
pemenuhan hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dan
berpartisipasi aktif dalam peningkatan kesejahteraan sosial warga miskin.
(2) Keluarga miskin berkewajiban dalam penanggulangan kemiskinan dengan
berupaya secara maksimal dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan




(1) Strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan cara:
a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil;
d. mengembangkan kerja sama dengan daerah asal migran dan/atau daerah
potensial guna memberdayakan potensi warga miskin; dan
e. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
(2) Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menjadi dasar dalam penyusunan rencana kegiatan penanggulangan
kemiskinan bagi SKPD terkait.
Pasal 38
(1) Program penanggulangan kemiskinan, meliputi:
a. program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
b. program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
c. program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi
mikro dan kecil; dan
d. program lain baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat
meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.
(2) Selain program pelanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bupati dapat melakukan program penanggulangan kemiskinan lain sesuai
dengan kebijakan dan program pemerintah serta peraturan perundang-
undangan.
Pasal 39
(1) Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, meliputi:
a. bantuan pangan dan sandang;
b. bantuan kesehatan;
c. bantuan pendidikan;
d. bantuan perumahan; dan
e. bantuan perlindungan rasa aman.
(2) Program bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, dilaksanakan melalui:
a. penurunan/pengurangan angka kekurangan gizi balita;
b. peningkatan kecukupan pangan dengan kalori dan gizi bagi keluarga miskin;
c. peningkatan jumlah penduduk miskin yang memiliki akses air bersih; dan
d. penyediaan dan penyaluran kebutuhan sandang secara berkala bagi keluarga
miskin.
(3) Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dilaksanakan melalui:
a. penurunan angka kematian bayi dan balita;
b. peningkatan jumlah anak yang diimunisasi;
digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id
15
c. penurunan angka kematian ibu hamil dan peningkatan jumlah pertolongan
persalinan oleh tenaga kesehatan; dan
d. peningkatan alokasi dana jaminan kesehatan daerah untuk keluarga miskin.
(4) Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
meliputi:
a. peningkatan partisipasi mengikuti pendidikan dasar dan menengah bagi
siswa dari keluarga miskin/keluarga tidak mampu;
b. penurunan/pengurangan buta aksara bagi seluruh warga masyarakat;
c. penyediaan Kelompok Belajar Paket A, Paket B, dan Paket C;
d. pembebasan seluruh atau sebagian biaya pendidikan pada satuan pendidikan
dasar dan menengah; dan
e. pemberian bantuan biaya pendidikan kepada siswa dari keluarga miskin di
sekolah swasta dari pemerintah atau swasta.
(5) Program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
dilakukan dengan mengurangi jumlah rumah tidak sehat dan/atau tidak layak
huni melalui:
a. bantuan perbaikan rumah;
b. bantuan prasarana dan sarana pemukiman; dan/atau
c. penyediaan perumahan murah dan terjangkau.
(6) Bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
diberikan dalam rangka kemudahan bagi warga miskin atas pemenuhan hak
rasa aman dalam bentuk:
a. pengurusan administrasi kependudukan;
b. perlindungan tindak kekerasan dan perdagangan perempuan dan anak; dan
c. fasilitasi bantuan hukum.
Pasal 40
(1) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan
kegiatan bantuan peningkatan keterampilan yang meliputi:
a. bantuan pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
b. bantuan bimbingan pengelolaan/manajemen usaha;
c. fasilitasi peningkatan partisipasi aktif masyarakat dan swadaya masyarakat;
d. fasilitasi pengorganisasian relawan atau pemerhati penanggulangan
kemiskinan;
e. fasilitasi pengelolaan usaha kelompok; dan/atau
f. fasilitasi kemitraan Pemerintah Kabupaten dan swasta.
(2) Bantuan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
sampai terampil dan/atau mandiri.
(3) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pengembangan keterampilan dan/atau
usaha yang dilakukan warga miskin.
(4) Program bantuan peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan secara periodik.
Pasal 41
(1) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi
mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c,
dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha yang meliputi:
a. peningkatan permodalan bagi warga miskin dalam program pemberdayaan
usaha ekonomi mikro dan kecil;
b. perluasan akses program pinjaman modal murah oleh lembaga
keuangan/perbankan bagi warga miskin.
c. peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir; dan
d. peningkatan  prasarana dan sarana usaha.
(2) Pemerintah Kabupaten memprioritaskan pemberian bantuan modal usaha bagi
warga miskin yang telah mengikuti pelatihan keterampilan sebagaimana




(1) Program penanggulangan kemiskinan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal
38 ayat (1) huruf d, meliputi:
a. program peningkatan warga miskin atas pekerjaan dan berusaha yang layak;
b. program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan sosial; dan
c. program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan
kemiskinan dan pelestarian lingkungan hidup warga miskin.
(2) Program peningkatan warga miskin atas pekerjaan dan berusaha yang layak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. penurunan angka pengangguran melalui peningkatan pengetahuan dan
ketrampilan berusaha warga miskin;
b. peningkatan kemitraan dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan
meningkatkan perlindungan kerja;
c. pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;
d. penciptaan iklim investasi yang kondusif dan pelayanan prima bagi investor;
dan/atau
e. perkuatan jaringan pemasaran produk usaha dan pelatihan pengelolaan
usaha.
(3) Program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. penyediaan anggaran daerah untuk mendukung program dan kegiatan
pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan pemerintah daerah;
b. peningkatan keterlibatan warga miskin dalam berbagai program dan kegiatan
pemberdayaan melalui dana yang berasal dari pemerintah dan/atau swasta;
dan
c. perluasan akses warga miskin dalam pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan hidup.
(4) Program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan
kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. pengembangan dan peningkatan infrastruktur di kawasan perumahan dan
permukiman kumuh;
b. perluasan akses warga miskin dalam pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan hidup; dan/atau
c. pengembangan pola pengelolaan sanitasi yang baik.
Pasal 43
Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, Bupati menetapkan:
a. prioritas program penanggulangan kemiskinan; dan
b. bentuk kewajiban badan usaha milik daerah (BUMD) dan pelaku usaha yang
berdomisili di wilayah Kabupaten.
Pasal 44
Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kemiskinan sebagaimana





(1) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten
dan berkelanjutan sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan
kemampuan sumber daya Pemerintah Kabupaten dan kebutuhan warga miskin.
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(2) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang tugas dan
fungsi sesuai dengan program yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan
peraturan perundang-undangan lainnya.
Pasal 46
(1) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan
dilakukan oleh Tim Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (TP4KD) yang dibentuk oleh Bupati.
(2) TP4KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan





e. pemangku kepentingan lain.
(3) TP4KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan;
b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
c. memantau dan mengevaluasi program dan kegiatan penanggulangan
kemiskinan yang dilaksanakan SKPD; dan
d. memberikan rekomendasi kepada Bupati dan masukan kepada DPRD dalam
penanggulangan kemiskinan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi dan Tata Kerja TP4KD sebagaimana






Sumber daya penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di kabupaten,
meliputi :
a. sumber daya manusia;





(1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, terdiri
dari :
a. pekerja sosial;
b. tenaga kesejahteraan sosial;
c. pegawai Pemerintah Kabupaten; dan
d. tenaga profesi lainnya.
(2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan:
a. insentif sesuai tugas dan/atau prestasi kerja;
b. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
c. pemanfaatan prasarana dan sarana untuk menunjang kelancaran tugasnya;
d. penghargaan sesuai prestasi; dan/atau
e. pendidikan dan pelatihan dalam bidangnya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya manusia di bidang kesejahteraan







(1) Prasarana dan sarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan kesejahteraan
sosial yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten menjadi tanggung jawab
Pemerintah Kabupaten, dan yang dilaksanakan masyarakat menjadi tanggung
jawab masyarakat.
(2) Sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di
kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, meliputi:
a. lingkungan pondok sosial;
b. LKSA;
c. rumah singgah; dan/atau
d. panti sosial.
(3) Bupati memberikan bantuan prasarana dan/atau sarana untuk
penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan masyarakat sesuai
kemampuan keuangan daerah  dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Badan usaha dapat memberikan bantuan prasarana dan/atau sarana
penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan Pemerintah
Kabupaten dan/atau masyarakat.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana dan sarana penyelenggaraan
kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(4), diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 50
(1) Prasarana kesejahteraan sosial milik Pemerintah Kabupaten tidak dapat
dihapuskan dan/atau dialihfungsikan.
(2) Dalam hal dilakukan penghapusan dan/atau pengalihan fungsi prasarana
kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat
dilakukan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
(3) Penghapusan dan/atau pengalihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan
kesejahteraan sosial milik masyarakat, penyelenggara harus melaporkan kepada




(1) Sumber pendanaan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di
kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, menjadi tanggung
jawab bersama Pemerintah Kabupaten dan masyarakat serta dunia usaha.
(2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. APBD; dan
b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
(3) Pengumpulan, pengalokasian dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana







(1) Penyelenggaraan penanganan PMKS dilakukan melalui usaha-usaha
kesejahteraan sosial, kewirausahaan sosial dan termasuk pengembangan
potensi sumber kesejahteraan sosial.
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(2) Penanganan PMKS di Daerah wajib dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten
secara lintas sektoral bersama-sama dengan masyarakat melalui program-
program penanganan masalah sosial dengan pendekatan yang menyeluruh.
(3) Penanganan PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya
dilakukan oleh SKPD dengan melibatkan SKPD terkait di lingkungan
Pemerintah Kabupaten sesuai tugas dan wewenangnya masing-masing, serta
instansi terkait lainnya.
(4) Usaha penanganan PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),










(1) Usaha preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf a, adalah
upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya masalah sosial
atau agar masalah sosial tidak terjadi.






f. peningkatan derajat kesehatan;
g. peningkatan aksesibilitas terhadap PSKS;
h. asistensi sosial;
i. jaminan sosial;
j. kewirausahaan sosial; dan/atau
k. bantuan sosial.
(3) Usaha preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung





(1) Usaha kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf b, dapat




d. pemberian motivasi; dan/atau
e. bimbingan sosial.
(2) Usaha kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan tindakan
selanjutnya yang terdiri dari:
a. rujukan ke panti sosial;
b. pengembalian kepada orang tua/wali/keluarga/tempat asal; dan/atau
c. pemberian pelayanan kesehatan.
(3) Usaha Kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab






(1) Usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf c,
dapat dilakukan antara lain melalui usaha :
a. pendidikan;
b. bimbingan;
c. pelatihan baik keterampilan, fisik maupun mental;
d. sosial; dan/atau
e. medis.
(2) Penanganan usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui
panti-panti sosial dapat dilakukan di panti-panti yang ada di Kabupaten dan di
luar Kabupaten.
(3) Usaha Rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung





(1) Usaha perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf d,
dilakukan antara lain melalui usaha :
a. advokasi;
b. pendampingan; dan/atau
c. pemindahan tempat tinggal.
(2) Penanganan usaha perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan oleh SKPD dan dapat bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang




(1) Usaha penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf e,
dilakukan antara lain melalui usaha :
a. penyaluran; dan/atau
b. pembinaan lanjutan.
(2) Penanganan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
oleh SKPD dan dapat bekerjasama dengan pihak terkait yang berwenang dalam




(1) Usaha pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf f,
dilakukan antara lain melalui usaha :
a. penanaman jiwa kewirausahaan; dan/atau
b. bantuan stimulan.
(2) Penanganan usaha pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),




(1) Pemerintah Kabupaten melakukan penjangkauan sosial terhadap PMKS dalam
upaya pembinaan kesejahteraan sosial.
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(2) PMKS dalam upaya pembinaan kesejahteraan sosial yang dimaksud dalam ayat
(1) meliputi;
a. anak balita terlantar;
b. anak terlantar;
c. anak dengan kedisabilitasan;
d. anak jalanan;
e. wanita rawan sosial ekonomi;
f. korban tindakan kekerasan atau yang diperlakukan salah;
g. lanjut usia terlantar;
h. orang dengan kedisabilitasan dan bekas penderitaan penyakit kronis;
i. tuna susila;
j. pengemis;
k. gelandangan dan gelandangan psikotik;
l. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
m. korban penyalahgunaan napza;
n. keluarga fakir miskin;
o. keluarga berumah tak layak huni;
p. keluarga bermasalah sosial psikologis;
q. masyarakat daerah tertinggal dan terpencil;
r. korban bencana alam;
s. korban bencana sosial/pengungsi;
t. pekerja migran bermasalah sosial;
u. orang dengan HIV/AIDS (ODHA);
v. keluarga rentan;








(2) Penjangkauan sosial secara persuasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, dapat dirujuk ke panti sosial.
(3) Penjangkauan sosial secara koersif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf




(4) PMKS yang telah dilakukan identifikasi, asesmen, dan konseling sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), harus mengikuti rehabilitasi sosial di panti,
dikembalikan ke keluarga, atau dikembalikan ke daerah asal.
(5) Dalam hal PMKS dikembalikan ke keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), keluarga PMKS bersangkutan harus melakukan pengasuhan dan/atau
pembinaan terhadap anggota keluarganya.
(6) Penjangkauan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
mengikutsertakan masyarakat yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 61
Ketentuan lebih lanjut mengenai penjangkauan sosial sebagaimana dimaksud






(1) Masyarakat berperan serta untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan
pelayanan kesejahteraan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.





d. organisasi sosial kemasyarakatan;
e. lembaga swadaya masyarakat;
f. organisasi profesi;
g. badan usaha; dan
h. lembaga kesejahteraan sosial.
(3) Peran serta badan usaha dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan
sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dilakukan sebagai
tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-




(1) Setiap organisasi sosial yang akan menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan
sosial wajib memenuhi ketentuan:
a. berbentuk institusi;
b. tidak mencari keuntungan/nirlaba;
c. berorientasi untuk kepentingan umum;
d. dibutuhkan oleh masyarakat; dan
e. dikelola secara profesional.
(2) Setiap organisasi sosial yang telah berbadan hukum wajib mendaftarkan
organisasinya kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait.
(3) Pemerintah Kabupaten wajib mendata lembaga yang menyelenggarakan




(1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial di daerah wajib
memperoleh izin dari Bupati melalui Kepala SKPD terkait.
(2) Setiap lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi
ketentuan standar pelayanan organisasi sosial, yang meliputi:
a. legalitas;
b. program pelayanan kesejahteraan sosial;
c. manajemen;
d. penerima pelayanan;
e. sumber daya; dan








(1) Setiap kegiatan pengumpulan sumbangan uang atau barang di tempat umum
dalam wilayah Kabupaten wajib memiliki izin dari Bupati.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan khusus untuk
pengumpulan sumbangan uang atau barang untuk melaksanakan kewajiban
hukum agama, amal peribadatan yang dilakukan khusus di tempat-tempat
ibadah, hukum adat atau adat kebiasaan, dan dalam lingkungan terbatas hanya
kepada para anggota dari suatu organisasi di Kabupaten.
(3) Surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh
pemohon secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait.
(4) Surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dengan jelas
memuat:
a. maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan uang atau barang yang
meliputi penyelenggaraan, batas waktu penyelenggaraan, luasnya
penyelenggaraan menurut wilayah dan/atau golongan cara penyalurannya;
b. pernyataan kesediaan di atas materai yang cukup untuk
mempertanggungjawabkan usahanya serta penggunaannya dalam bentuk
pembuatan laporan;
c. nama dan alamat organisasi pemohon;
d. susunan pengurus; dan
e. kegiatan usaha kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan untuk tujuan
tersebut.
(5) Usaha pengumpulan sumbangan uang atau barang yang dilakukan oleh suatu
perkumpulan atau organisasi di Kabupaten harus dilakukan secara transparan,
tidak ada unsur paksaan, ancaman, kekerasan ataupun yang dapat
menimbulkan keresahan masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung.
(6) Pengumpulan sumbangan adalah bertujuan untuk meningkatkan






f. bidang kesejahteraan sosial lainnya.
(7) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Pejabat
yang ditunjuk.
Bagian Kedua
Pengumpulan Sumbangan Uang atau Barang
Pasal 66




c. penjualan barang secara lelang;
d. penjualan kartu undangan menghadiri suatu pertunjukan;
e. penjualan perangko amal;
f. pengedaran daftar derma;
g. penjualan kupon-kupon sumbangan;
h. penempatan kotak-kotak sumbangan di tempat-tempat umum;
i. penjualan barang bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang
melebihi harga yang sebenarnya;
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j. pengiriman blanko pos wesel untuk meminta sumbangan; atau
k. permintaan secara langsung kepada yang bersangkutan secara tertulis atau
lisan.
(2) Pengumpulan uang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,
Badan Usaha Swasta, kepanitiaan dan organisasi/lembaga pemerintah,
organisasi lembaga kemasyarakatan, dengan ketentuan wajib memberikan
laporan pengumpulan dan penggunaannya kepada Bupati.
Bagian Ketiga
Pembinaan dan Penertiban Usaha Pengumpulan
Sumbangan Uang atau Barang
Pasal 67
(1) Usaha pembinaan dan penertiban terhadap penyelenggaraan pengumpulan
sumbangan uang atau barang meliputi tindakan :
a. preventif berupa penyuluhan, sosialisasi dan pemantauan; dan
b. represif berupa pencabutan izin.
(2) Usaha penertiban dilakukan oleh SKPD yang membidangi penertiban dan
penegakan Peraturan Daerah yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan
SKPD.
(3) Usaha penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan




(1) Pemerintah Kabupaten wajib menerapkan standar pelayanan minimal
penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai kewenangannya, berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penerapan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disesuaikan dengan norma, standar, prosedur dan kriteria, yang ditetapkan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan standar pelayanan minimal






(1) Pemerintah Kabupaten mengembangkan pola kerjasama dalam rangka
penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
a. pemerintah;
b. pemerintah provinsi;
c. pemerintah kabupaten lain; dan/atau
d. pihak lain.
(3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. bantuan pendanaan;
b. bantuan tenaga ahli;
c. bantuan sarana dan prasarana;
d. pendidikan dan pelatihan;
e. pemulangan dan pembinaan lanjut;
f. penyuluhan sosial; dan
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g. kerjasama lain sesuai kebutuhan.





(1) Pemerintah Kabupaten dapat membentuk kemitraan dengan dunia usaha,
perguruan tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan
pelayanan kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
a. penyediaan dana kesejahteraan sosial;
b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c. penelitian dan pengembangan;
d. peningkatan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, pekerja sosial
masyarakat, relawan sosial, pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial dan
lembaga kesejahteraan sosial;
e. sarana dan prasarana; dan




(1) Bupati  dapat memberikan penghargaan kepada aparatur pemerintah dan
masyarakat yang berprestasi dan/atau berjasa dalam penyelenggaraan
kesejahteran sosial.
(2) Bentuk tanda penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten





e. barang atau uang; atau
f. bentuk lain.
BAB XVI
SISTEM INFORMASI DAN DATA
Pasal 72
(1) Pemerintah Kabupaten mengumpulkan, mengolah dan menyusun data dan
informasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
(2) Data dan informasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial
sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dikelola oleh SKPD di bidang sosial dan
harus mudah diakses oleh masyarakat.
(3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), antara lain
meliputi;
a. sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
b. lembaga kesejahteraan sosial;
c. program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
d. sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial;dan
e. prasarana dan sarana kesejahteraan sosial.
(4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus terintegrasi






(1) Setiap orang / lembaga / badan hukum dilarang melakukan :
a. pergelandangan, pengemisan, prostitusi baik perorangan atau berkelompok
dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menimbulkan belas kasihan,
imbalan dan/atau orang lain;
b. memperalat orang lain dengan mendatangkan seseorang/beberapa orang
baik dari dalam Kabupaten ataupun dari luar kabupaten untuk maksud
melakukan  pergelandangan, pengemisan, prostitusi; dan
(2) Setiap orang/lembaga/badan hukum dilarang memberi uang dan/atau barang




(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan
kewenangannya.
(2) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas
pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)




(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63
ayat (2), Pasal 64 ayat (2), Pasal 65 ayat (1), Pasal 65 ayat (5) dan Pasal 73 ayat
(2) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
a. Teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. pemberhentian sementara kegiatan;
d. pemberhentian tetap kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial; dan/atau
e. pencabutan dan/atau pembatalan izin.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi




(1) Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik
Kepolisian dan/atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Kabupaten yang diberi kewenangan khusus sebagai Penyidik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana dibidang penyelenggaraan dan
penanganan kesejahteraan sosial.
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan dan
Penanganan Kesejahteraan Sosial;
b. meneliti, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan




c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan dan
Penanganan Kesejahteraan Sosial;
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan dan
Penanganan Kesejahteraan Sosial;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
di bidang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial;
g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang
berikut dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang
Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan
k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan




(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pergelandangan dan / atau Pengemisan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, diancam dengan
hukuman pidana ringan.
(2) Setiap orang / lembaga / badan hukum yang melanggar ketentuan memperalat
orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b diancam
dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda
paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).





(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua izin
penyelenggaraaan kesejahteraan sosial, pengumpulan sumbangan dan
pengumpulan uang, yang telah diterbitkan Pemerintah Kabupaten sebelum
diundangkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai
dengan habis masa berlakunya.
(2) Setiap permohonan izin dan rekomendasi penyelenggaraaan kesejahteraan
sosial, pengumpulan sumbangan dan pengumpulan uang, yang masih dalam
proses, harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
Pasal 79
Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan






Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.
Ditetapkan di Jember





pada tanggal 25 April 2016
Plt. SEKRETARIS KABUPATEN,
ttd
Drs. BAMBANG HARIONO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620131 198201 1 005
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 364-8/2015









PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER





Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa
secara yuridis setiap orang berhak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya demi
meningkatkan kualitas hidupnya. Hal ini dijabarkan dalam ketentuan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana salah satu
kewajiban daerah sehubungan dengan penyelenggaraan otonomi daerah adalah
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, menyediakan fasilitas sosial dan
fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial guna
mencapai kesejahteraan masyarakat.
Sejalan dengan ketentuan di atas, ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial memberikan lingkup
tanggung jawab Kabupaten/Kota dalam hal kesejahteraan sosial, yaitu a)
melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/ bersifat lokal,
termasuk tugas pembantuan; b) mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan
kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah; c) bantuan
sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan
sosial; d) memelihara Taman Makam Pahlawan (TMP); e) melestarikan nilai nilai
kepahlawanan, kepentingan dan kesetiakawanan sosial.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah mempunyai
tugas untuk menangani persoalan-persoalan kesejahteraan sosial di daerah.
Selama ini Pemerintah Kabupaten Jember telah berupaya memberikan pelayanan
kesejahteraan sosial, namun karena kompleksitas persoalan sosial perkotaan di
Kabupaten Jember, maka agar penanganannya lebih optimal perlu didukung
dengan Peraturan Daerah.
Secara garis besar Peraturan Daerah ini akan mengatur berbagai hal meliputi
tujuan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, tanggung jawab dan wewenang
Pemerintah Daerah, penanganan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah
kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku,
korban bencana, tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi dan masalah
kesejahteraan sosial lainnya yang perlu ditangani.
Untuk melengkapi penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam Peraturan
Daerah ini juga diatur mengenai pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.
Aktivitas ini perlu diatur dengan tujuan utama yakni mengoptimalkan efektivitas
dan efisiensi penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar terjadi peningkatan
signifikan terhadap taraf kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah
kesejahteraan sosial.





Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial





Yang dimaksud dengan “asas tidak diskriminatif” adalah dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial tidak ada pembatasan, pelecehan atau
pengucilan yang langsung ataupun tidaklangsung didasarkan pada
perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, kelompok, golongan, status
sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa atau keyakinan politik.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak
diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup
warga negara.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait
sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam menangani masalah
kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten dan
masyarakat, Pemerintah Kabupaten sebagai penanggung jawab dan
masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kabupaten dalam menangani
permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses yang
seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang
terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Huruf h
Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap
penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf i
Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah dalam setiap
penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus melibatkan seluruh komponen
masyarakat.
Huruf j
Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam setiap
penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar dilandasi
dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan
seoptimal mungkin.
Huruf k
Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah dalam menyelenggarakan
kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga
tercapai kemandirian.
Huruf l
Yang dimaksud dengan “asas taat hukum” adalah dalam menyelenggarakan
kesejahteraan sosial dilaksanakan dengan tidak bertentangan dengan
















































a. anak  jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang
bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang
menghasilkan sebagian besar waktunya utuk melakukan kegiatan hidup
sehari-hari.
b. tuna susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan
sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian di luar
perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi
atau jasa.
c. pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta
di tempat umum dengan berbagai cara, dengan alasan untuk
mengharapkan belas kasihan orang lain.
d. gelandangan dan gelandangan psikotik adalah orang-oang yang hidup
dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam
masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat
tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
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e. bekas warga binaan lembaga permasyarakatan adalah seseorang yang
telah sesuai atau dalam 3 (tiga) bulan segera mengakhiri masa hukuman
atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan
mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan
masyarakat, sehingga mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan
pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
f. anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai
dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalamiperlakuan
salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan
hak asuh dari orang tua/keluarga.
g. anak dengan kedisabilitasan adalah seseorang yang belum berusia 18
(delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang
dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya
untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani,rohani maupun sosialnya secara
layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan
disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.
h. lanjut usia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh)
tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi
kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
i. orang dengan kedisabilitasan dan bekas penderita penyakit kronis adalah
seseorang yang mempunyai kelainan fisik maupun mental yang dapat
mengganggu ataupun merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya
untuk melakukan fungsi jasmani,ronahi maupun sosialnya secara layak,
yang terdiri penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, dan bekas
penyakit kronis seseorang yang pernah menderita penyakit menaun atau
kronis, seperti kusta, TBC paru yang dinyatakan sembuh/terkendali.
j. korban penyalahgunaan napza adalah seseorang yang menggunakan
narkotika, psikotropika dan zat-zat aditif lainya yang termasuk minuman
keras diluar tujuan pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang
berwenang.
k. orang dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah seseorang  yang dengan
rekomendasi profesional (dokter) atau petugas laboratorium terbukti
tertular virus HIV sehingga mengalami sindrom penurunan daya tahan
tubuh (AIDS) dan hidup terlantar.
l. pemulung adalah orang-orang yang melakukan perkerjaan dengan cara
memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di
berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan atau pasar-pasar
yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga
memiliki nilai ekonomis.
m. kelompok minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan
keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan menginalisasi yang
diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya









huruf a. Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang wanita
dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak




huruf b. keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang
berhubungan antar keluarganya terutama antara suami-istri
kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak
dapat berjalan secara wajar.
huruf c. Cukup Jelas
huruf d. Cukup Jelas
Ayat (5)
PSKS antara lain PSM, Asosiasi Organisasi Sosial (ORSOS), Karang
Taruna, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM),
Forum Komunikasi Karang Werda (FK Karang Werda), Lembaga Konsultasi
Kesejahteraan Sosial (LK3), Asosiasi Fasilitator Program Keluarga Harapan
(PKH), Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan (TKSK), Tenaga Penyuluh Sosial, Persatuan Penyandang Cacat
(PERPENCA), Dunia Usaha dan lembaga sosial lainnya yang









huruf a. balita terlantar adalah anak berusia 5 (lima) tahun kebawah
yang ditelantarkan orang tuanya dan atau berada di dalam
keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak
memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan
perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin
terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.
huruf b. korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah adalah
mereka yang terancam fisik dan non fisik karena tindah
kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam
lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya,
sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar
baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
huruf c. keluarga fakir miskin adalah seseorang atau kepala keluarga
yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian
dan atau tidak mempunyai kemampuan pokok atau orang
yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak
dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi
kemanusiaan.
huruf d. keluarga berumah tidak layak huni adalah keluarga yang
kondisi perumahan lingkungannya tidak memenuhi
persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik,
kesehatan maupun sosial.
huruf e. keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang
berhubungan antar keluarganya terutama antara suami-istri
kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak
dapat berjalan secara wajar.
huruf f. masyarakat daerah tertinggal dan terpencil adalah kelompok
orang atau masyarakat yang hidup dalam kesatuan-kesatuan
sosial kecil yang bersifat lokal dan terpencil, dan masih sangat
terikat pada sumber daya alam dan habitatnya secara sosial
budaya terasing dan terbelakang dibanding dengan
masyarakat indonesia pada umumnya, sehingga memerlukan




huruf g. korban bencana alam adalah perorangan, keluarga atau
kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik,
mental maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya
bencana alam yang menyebabkan mereka mengalami
hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibanya.
termasuk dalam korban bencana alam adalah korban bencana
gempa bumi bumi tektonik, letusan gunung berapi,tanah
longsor, banjir, gelombang pasang atau tsunami, angin
kencang, kekeringan dan kebakaran hutan atau lahan,
kebakaran pemukiman, kecelakaan pesawat terbang, kereta
api, perahu dan musibah industri (kecelakaan kerja).
huruf h. korban bencana sosial/pengungsi adalah perorangan,
keluarga atau kelompok masyarakat yang menderita baik
fisik, mental maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari
terjadinya bencana sosial kerusuhan yang menyebabkan
mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-
tugas kewajibannya.
huruf i. pekerja migran bermasalah sosial adalah seseorang yang
bekerja di luar tempat asalnya dan menetap sementara di
tempat tersebut mengalami permasalahan sosial sehingga
menjadi terlantar.
huruf j. anak berhadapan dengan hukum adalah seseorang anak yang
telah berumur 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan
belas) tahun, meliputi anak yang disangka,didakwa, atau
dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak
yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan
atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
huruf k. Cukup Jelas
huruf l. Cukup Jelas
huruf m. Cukup Jelas















































































































TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN NOMOR 8
digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id
Biodata penulis  
 
Nama    : Hoirun Nisah 
NIM   : S20163036 
Jenis kelamin  : Perempuan 
Tempat, tgl lahir  : Jember, 28 April 1997 
Alamat  : Jl. Gajah mada XIII Lingk. Pattimura Rt/Rw 02/31 Kaliwates Jember       
No. Tlp   : 0895390134366 / 0881036744768 
Nama orang tua  
Nama ayah   : Sukardi (Alm) 
Nama ibu   : Sukarsih  
Email    : nisanisa2804@gmail.com / nisairun28@gmail.com  
Riwayat pendidikan  : Mima KH Shiddiq  
     MTsN 1 Jember  
     SMK Negeri Jember 1  
 
 
